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BAB |
PENDAHULUAN

GXYSYl adzl 'y 1 S & SnaehckrdasSkhid kehjdupdaYoadmysHan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
LISNRI YIAlLY FoFRA RFEY {SFRAfLIY &2a&;
(Pembukaan Undangndang DasaNegara Republik Indonesiaahun 1945)

Pembukaan Undangndang Dasadlegara Republik Indonesia TaH8%5 jelas mengamanatkan cita

cita kemerdekaan untuk menjadi bangsa maju yang sejahtera, cerdas, tertib dan berkarakter, damai
abadi serta berkeadilan sosial. Dalam menyongsongd€i@us)tahun kemerdekaannya, Indonesia
tetap memiliki citacita seperti yang ditegaskamalam PembukaanUndangUndang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahur®45 dan akan mewujudkan citita itu melalui Visi Indonesia 2044itu
Indonesia Maju. Penguata proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan
pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas
sumber daya manusia (SDM), layanan iskerta kesejahteraan rakyat yang lebih baik

Kemampuan suatudngsa untuk berkompetisi di tengah globalisasi dan inovasi teknologi yang tanpa
henti tergantung pada kualitas SDM. Dengan pembangunan SDM yang berpadanan dengan kemajuan
iptek dan perkembangan dunia global, Indonesia akan siap menyong$@argta kemerekaan

sebagai bangsa berkarakter dan cerdas, yang mampu bersaing dan bahkan berdiri sama tinggi dengan
bangsabangsa maju lainnya di dunia.

Dalam upaya nasional terkait pembangunan manusia, perlu diberikan perhatian khusus pada agenda
pengarusutamaan kalmayaan. Bangsa Indonesia memiliki modal budaya yang kaya, kearifan lokal
dan khasanah kebudayaan nusantayang memberi bukti bahwdndonesiaadalah bangsa yang
besar. Bangsa Indonesia telah banyak menghasilkan inovasi dan inisiatifi badang kebudgaan.

Hal ini terbukti dari hiruk pikuknya ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat dewasa ini. Oleh
karena itu, landasan untuk pembangunan SDM itu haruslah berupa pendekatan pemajuan
kebudayaan yang sifatnya tidak hanya melestariixagiaya tradisi teapi juga memajukannya dengan

cara menghidupkan interaksi antarbudaya untuk memperkaya keanekaragaman yang
menyejahterakan, mencerdaskan dan mendamaikan. Dengan cara itulah agenda pembangunan SDM
akan mendorong terwujudnya cigita Indonesia Bahagia sebagnana diamanatkadalam Strategi
Kebudayaan 2020040 hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2018.

Kemendikbudnengemban amanat untuk mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama
semua anak hagsa dalam menirgtkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan. Sesuai
dengan amanat UndarAgndang Nanor 23 Tahun 2014 tentanBemerintahan Daerahsebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undéhmglang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas UndaAgndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daepamerintah
kabupaten/kotaberwenangdalam pengelolaan pendidikan anak usia dini, dasar dan kesetaraan,
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pemerintah provinsberwenangdalam pengelolaan pendidikan menengah dan petkdidikhusus,
dan Kemendikbud, sebagai kementerian teknis pemerintah pubatwenangdalam pengelolaan
pendidikan tinggi

Dalam periode yang lalu (20P919), Kemendikbud telah mengimplementasikan Natsadalam
berbagai program kerja prioritalsementerian segerti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi
Pendidikan Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). Memasuki
periode selanjutnya (2022024), Kemendikbud kembali mengelola sektor pendidikan tindgh O
karena itu, pembangumaSDM yangenjadi kewenangaKemendikbud akamemperhitungkan tren

global terkaitkemajuan pesat teknologi, pergeseran sdsittural, perubahan lingkungan hidup, dan
perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan patiap tingkatan dan bidan
kebudayaanPertama kemajuan teknologi yang mendorong Revolusi Industri 4.0 bersama dengan
terobosanterobosan yang menyertainya mempengaruhi segala sektor kehidupan. Di seluruh dunia
dan di segala industri, diterapkan otomatss, kecerdasan buatamjg data, 3D printingdan lain
sebagainya. Keterhubungan antar manusia juga semakin meningkat, difasilitasi oleh teknologi, seperti
konektivitas 5G yang memungkinkan munculnya kendaraan otorauorfomous vehicle dan
delivery droe.

Kedua secara sosifultural, terjadi pergeseran demografi dan profil seskonomi populasi dunia.
Semakin banyak orang yang harapan hidupnya lebih panjang dan oleh karenanya dapat bekerja
semakin lama. Negamsegara berkembang akan mengalami penatgk migrasi, urbanisasi,
keragaman budaya, dan jumlah kelas menengah. Tenaga kerja akan memiliki fleksibilitas dan mobilitas
yang semakin tinggi, sehingga mengaburkan batasan antara pekerjaan dan kehidupatha@hari
Konsumen akan semakin peduli akamgmalan etika, privasi, thekesehatan.

Ketiga pada bidang lingkungan hidup, kebutuhan akan energi daakainterus naik, sedangkan
sumber daya alam akan menipis dalam(@0a puluh}tahun ke depan. Penggunaan energi alternatif
atau energi bersih akan meningkat untuk melawamgak dari perubahan iklim dan polusi. Upaya
yang dikerahkan untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan hidup dan mengatasi berbagai
permasalahan lingkunganga akan semakin besar.

Keempat dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaanasgkdfetiga perubahan
besar yang telah disebutkan sebelumnya membentuk dunia kerja yang berbeda dalam hal struktur,
teknologi, dan konsep aktualisasi ditruktur pekerjaan akan semakin bersifat fleksibel, tak
mengenal batas geografis dan tak terikat mkaengakibatkan pekerja tidak akan terikat pada satu
institusi saja sepanjang kariernya. Pekerja lepas dan semerftaelafcedan temporary) akan
bertumbuh pesat. Pekerja dari berbagai usia dapat bekerja bersama karena harapan hidup makin
panjang, sehinga menuntut penghargaan atas keragaman latar belakang. Teknologi mempermudah
pekerjaan seha#hari, namun juga menuntut penguasaan keterampilan dan pengetahbaru.
Tenaga kerja masa depan juga lebih mampu mengendalikan arah kariernya dan mencari kepuasan
pribadi dalam pekerjaannyégar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan, Kemendikbud telah
menetapkan 6(enam)profil Pelajar Pancasila yang harusucthbuhkembangkan di antara peserta
didik saat ini: (1) kebinekaan global, (&rgotong royong, (3kreatif, (4) bernalar kritis, (5) mandiri,

dan (6)beriman, bertakwa kepada Tuhan YMignberakhlakmulia.



Denganmempertimbangkan empat antisipasi di atas, Kemendikbud, melalui kebijakan Merdeka
Belajar, berupaya merakgl semua pemangku kepentingan pendidikan dan kebudagasara lain
keluarga, pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga pendidikan, industri damepekerja, serta
masyarakat untuk menghela semua potensi bangsa menyukseskan pemajuan pendidikan dan
kebudayaan yang bermutu tinggi bagi semua rakyat sesuai dengaaiteitkemerdekaan Indonesia.
Rencana strategis (Renstra) Kemendikibatlun2020-2024berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar
sebagai pedoman bagi pembangunan SDM dalam menata dan memaksitbaitkes demografi yang
menjadi kunci tercapainya bangsa maju yang berkeadilan sosial, seperti yangith&iéa oleh para
Pendiri Bangsa.

BABI RenstraKemendikbudni terstruktur sebagai berikut:

(a) kondisi umum yang menjelaskan pencapaian dalanode 205-2019;

(b) permasalahan yang masih dihadapi; dan

(c) tantangan yang harus diatasi untuk menyukseskan ReKstmaendikbud®020-2024.

1.1 Kondisi Umum Pendidikan dan Kebudayaan

Dalam periodeRenstra Kemendikbu@ahun2015-2019, Kemendikbudelah meningkatkan
upaya untuk perluan aksespendidikan bagi semua warga negara, memeratakan mutu
pendidikan, meningkatkan relevansi lulusan, dan menajutata kelola budaya dabahasa
Indonesia. Perhatian khusus diberikan kepada masyarakat marginal darlirgggingan
geografis dan kondisi ekonomi.

A. Angka Partisipasi Pendidikan

Berkenaan dengan angka partisipasi pendidikeamendikbudtelah menorehkan berbagai
capaian yang menunjukkan semakin meningkatnya angka partiipadidikan Anla Usia Dini
(PAUD, menurunnya tingkat putus sekolatian capaiancapaian lainnya.

Secara keseluruhan, kinerja positif Kemendikbud ini mendorong majunya nilai Indeks
Pembangunan Manusiadonesia.

Pendidikan Anak Usia Dini

PAUDmerupakan kunci dari keberhasilan pembangunan SDM sepanjang hayat. Usia dini
merupakan usia emas tumbuh kembang anak, dan investasi pada usia ini merupakan investasi
yang paling tinggi memberikaate of returnsdibandingkan dengaimvestasi di seluruh pede

siklus hidup lainnya. Walaupun angka partisipasi kasar (APK) belum meningkat secara signifikan,
intervenstintervensi yang dilakukan menunjukkan adanya peningkatan angka partiggragsi
dimaksud dalam kurun waktu Tahun 262(19.



Gambarl.1 Capaian APK PAUD Tahun 200%9
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mendorong tumbuhnya lembaga PAUD daman Kanakanak TK sebagaimanalisajikan
dalam diagram pad&ambarl.2.

Gambarl.2 Pertumbuhan Lembaga PAWdBN TK20152019
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Pemerinah juga mendorong agar setiap kota/kabupaten memiliki Lembaga PAUD holistik
integratif (PAUD HI), yang bekerja sama dergesyandu agar pelayanan kepada anak usia dini
memenuhi kebutuhan akan pendidikan, pengasuhan, perlindungan, kesehatan zd&elgn

itu, PAUD HI juga dapat bekerja sama dengan lemteaghaga lain seperiPenyuluh Keluarga
Berencana RKB/Bina Keluarga BalitsdBKB, Pembnaan Kesejahteraan Keluarg®@KHK, dan
Puskesmadvielalui kemitraan dengan berbagai pihdteberadaarPALD Hldiharapkan dapat
mendorong penurunamrevalensistunting pada balitayang juga menjadi salah satu prioritas
pemerintah saat iniDorongan ini sesuai dengderaturan Preside™Nomor 60 Tahun 2013
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tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistikgratif. Padatahun 2019,sudah 91,4%
(sembilan puluh satu koma empat persémpupaten/kota memilikiembaga tersebut.

Pendidikan Dasar dan Menengah

Secara umum angka putus sekolah (APTS) pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK periode 2015
2019 menunjukkan tren penurunaeperti terlihat padaGambarl.3.

Gambarl.3 Tren Angka Putus Sekolah 2eA@&19

ae
3 2
=3 =3
8,00% = = 283
@ o o A
- =3 m m
6,00% e J
=] =] ﬁ‘ : 33 ?ne
4,00% IR Y e a
y®® o o w3 b+ ~N
5] - ~ —
2,00% R - )
0,00% N ==
SD SMP SMA SMK

H2016 m2017 Wm2018 © 2019

SumberBadanPusat Statistik2020

Gambarl.3 memperlihatkanada sedikit fluktuasi penurunan APTS pada jenjang SD dan SMK
pada tahun 2018019 Namun demikian, pdvandingan antara APTS tahun 2016 dengan APTS
tahun 2019 menunjikan penurunan yang signifikan, terutama pada jenjang SMA. APTS SMA
telah turun sebesar 72%ujuh puluh dua persenflari 7.01%(tujuh koma nol satu persen)
menjadi 1,9%6(satu koma sembilanybuh tujuh persen)

Capaian penurunan APTS yang cukup signifikan antara tahur22@85terutama di jenjang
sekolah menengah merupakan hasil dari salah satu program prioritas nasional yaitu Program
Indonesia Pintar (PIPRIP merupakan salah satu pakeédebijakansesuai dengarinstruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pro§ianpanan Keluarga Sejahtera,
Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Memb&weduarga Produktif,
bersana dengan Program Simpan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan Program Indonesia Sehat
(P1S).PIP melalui Kartundonesia Pintammerupakan pemberiarbantuan tunai pendidikan
kepada sisw&ekolah Dasar, Sekolah Menengantarma, dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah
Menengah Kejuruamerusia 6(enam)- 21 (dua puluh satujahun dari keluarga miskin atau
rentan miskin dalam membiayai pendidikannya, sehingga mereka dapat mengakses layanan
pendidikan sampai menamatkan peddian nenengah. Pada tahun 2019, PIP diberikan kepada
18,39 (delapan belas koma tiga puluh sembilaria siswa.

Selain PIP, pemerintah juga melaksanakan progyesgram lainnya untuk memastikan anak
usia sekolah berada pada satuan pendidikan sepertintB@ Cperasional Sekolah,

5


http://statistik.data.kemdikbud.go.id/

pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB), pemberian beasiswa bagi
siswa berbakat dan berprestasi, asrama sekadain rehabilitasi ruang kelas.

Turunnya angka putus sekolah melalui berbagai program yajdpmian Kemendikbud
berkontribusi pada meningkatnya angka partisipasi kasar (APK) jenjang SMP dan SMA sederajat,
walaupun masih belum dapat memenuhi targnstra Kemendikbughng lalu. Hal irterlihat
dalamGambarl.4. Perlu dicatat bahwa targd®enstra Kemendikbughng lalu didasarkan pada

data dariPusat Data daiieknolai InformasiKemendikbud, sedangkan data yang disampaikan

di Renstra Kemendikbudhi menggunakan dat®8adan Pusat Stati&ti Terdapat perbedaan
pendekatan penghitungan yang mempengaruhi pelaporan data.

Gambarl.4 Camian APK SMP/MTs dan SMA/SMK/MA terhadap T&gestra Kemendikbu2015

2019
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Gambarl.4 menunjukkan bahwa terdapdtuktuasipeningkatan APK SMA/SMK/MA Sedara
dalam kurun waktu tahun 2@@#2019. Akan tetapi, APK tahun 2019 sebe&aB8% (delapan
puluh tiga koma sembilan pulutielapan persenjelah melampaui APK tahun 20%ebesar
74,3% (tujuh puluh empat koma tiga perserpemikian juga, APK SMP/MTs Segdrgelah
meningkat darB8,6%(delapan puluh delapan koma enam persdnphun 2014 menjadi 96%
(sembilan puluh koma enam persedi tahun 2019.Program Bantuan OperasionalSkolah
Menengah (BOS SM)ang sebelumnya disebut BKMM atau BOMM, memberikambsngsih
dalam peningkatan APK ini.

Dalam kurun waktu yang sama ratgta lama sekolah juga mermgkat seiring perkembangan
APK tersebut di atas. Ratata lama sekolapenduduk usia 1flima belas}ahun ke atasudah
dapat mencapai targeRenstra Kematikbud 20152019, sebagaimanadata yang disajikan
dalam Gambar 1.5.
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Gambarl.5 Capaian Rat®ata Lama Sekolah terhadap TamBenstra Kemendikbu20152019
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DalamGambarl.5, berdasarkampergerakan rataata lama bersekolah menurut jenis kelamin,
terlihat pergerakan yang konsisten antara rata lama bersekolah lakaki dan perenpuan.
Walaupun ratarata lama s&olah perempuan masih berada di bawah redita lama sekolah
lakilaki, peningkatannya masih lebih tinggi (peningkataf70tahun antara 2012019)
dibanding laklaki (peningkatan @7 tahun).

Pendidikan Tinggi

APKpendidikan tingi juga menunjukkan tren yaritpktuatif. Sejak tahun 2015, AR¥€lum
mencapatarget Renstra Kemendikbusebagaimana tampak padzambarl.6.

Gambarl.6 Capaian APRendidikan Tinggi terhadap Tardgeénstra Kemendikbu2i0152019
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Gambar 1.6 memperlihatkan pencapaian APKberada sedikitdi bawah target Renstra
Kemendikbudlalam kurun waktu 201§ 2019, dengamata-rata selisih sekitaf,5%(satu koma

lima persen) Meskipun masih di bawah targdRenstra Kemendikbudpencapaian APK
pendidikan thggi terus mengalami paingkaan dari 25,26% (dua puluh lima koma dua puluh
enam persenpada awalRenstra Kemendikbugang lalu (tahun 2015) menja80,28% (tiga

puluh koma dua puluh delapan persgrgda penghujungRenstra KemendikbudKenaikan yang
terus menerus ini dapat dikaitkan dengan program Bidikmisi yang dijalankan oleh Pemerintah.
Bidikmisi memberikan bantuan biaya pendidikan kepada calomasiawa yang tidak mampu
secara ekonomi, namun memiliki potensi akademik b#&ikningkatan APK pada tingkat
SMP/MTs Sederajat, SMA/SMK/MA Sederajat dan Pendidikan Tinggi masih merupakan
pekerjaan yang perlu diprioritaskan daldenstra Kemendikbuidi.

B. Pamerataan Mutu Pendidikan

Dengan kesadaran bahwa mutu pendidikan belum sepenuhnya merata di seluruh pemjatu T
Air, berbagai upaya telah dilakukan untuk: (1) menjamin mutu pendidikan melalui akreditasi
sekolah dan lembaga pendidikan lainnya danm(@pingkatkan mutu guru secara berkelanjutan.

Akreditasi Sekolah dan Lembaga Pendidikan

Dari tahun ke tahun, Kemédikbud mendorong upaya akreditasi satuan pendidikan dalam
rangka meningkatkan mutu pendidikan. Akreditasi lembaga pendidikan dan sekolahidijal

oleh dua badan yang terpisah yaitu BAN S/M untuk sekolah dan madrasah, dan BARNRUD
untuk lembaga PAUDembaga kursus dan pelatihan (LKP), dan Pusat Kegiatan Belajar
Masyarakat.

Gambarl.7 Pertumbuhan Akreditasi Lembaga PAUD
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Secara jumla peningkatarilembaga PAUD yang terakreditasi meningkat lebih dari enam belas
kali lipat antara tahun 2012019. Bila dilihat dari capaian persentase terhadap total lembaga,
rata-rata tingkat penambahan per tahun dalam periode 2@089 adalah 103%seratis tiga
persen)per tahun. Namun, pada tahun 2019, masih tersisa 114(5&atus empat belas ribu
lima ratus tujuh puluh tujuhjembaga PAUD yang belum terakreditasi. Untuk memastikan agar
akreditasi bisa mencakup semua lembaga PAUD, perlu dilakukan bgtisharoses akreditasi.

Akreditasi sekolah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Persentaseh selmja
memiliki akreditasi minimal B terus meningkat pada semua jenjang seperti tercdtatnolbar
1.8.

Gambarl.8 Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B
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DalamGambarl.8, persentase sekolah dengan akreditasi minimal B tertinggi ada di jenjang
SDMI, yaitu 80,84%delapan puluh koma delapan puluh empat perspayla tahun 2019.
Namun, peningkatn palingbanyak ada di jenjang SWang meningkat lebih dadua kali lipat



- dari 28,23%dua puluh delapan koma dua puluh tiga persdnfahun 2015 menjadi 339%%

(tujuh puluh tiga koma tiga puluh sembilan perseinjahun 2019. Untuk capaian jenjaniylis

sudah nelebihi targetRenstra Kemendikbuydal ini dapatterjadi karena adanya perubahan
kebijakan akreditasi yaitu yang sebelumnya berbasis program keahlian menjadi satuan
pendidikan.

Pada sektor pendidikan tinggi, akreditasi program studi terus mjgtkian kenajuan, bahkan
melampaui targeRenstra Kemendikbuydeperti terlihat dalaniGambarl..

Gambarl.9 AkreditasiProdiPendidikan Tinggi
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Capaiarprodi terakreditasiminimal Bpada tahun 2015 sebes&@,64%(lima puluh dua koma
enampuluh empat persenjari total prodj sebagaimana ditunjukkaBambarl.9. Namun, pada
tahun 2019 capaian #reditasitelah mencapai 6% (enam puluh delapan persenauh di atas
target RenstraKemendikbudsebesar 4% (empat puluh enam persen)

Sertifikasi Guru

Penambahan guru yang tersertifikasi diharapkan akan berdampak pada peningkatan hasil
pembelajaran siswa. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nofnbahun 2008 tentang Guru
sebagaimaa telah diubah dengarfPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 20tEntang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang@alawsertifikasi guru
dalam jabatan diubah menjadi Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dibandingkan gmtgan
sertifikasi sebelumnya, PPG memerlukan waktu yang lebih lama (bertambah panjang dari 10
hari menjadi 6 bulan) dan memerlukan biaya per unit yamgléinggi (dari Rp 2.500.000,00
menjadiRp7.500.000,00)Pendidikan Profesi Guraelibatkan LPTK setyai pelaksananya dan
disertai dengan Uji Tulis Nasional (UTN) sebagai syarat kelulusan. Dengan demikian, mutu dan
profesionalisme guru dapat lebih terjam Meskipun biaya PPG membesar, selama periode
2015t 2019, jumlah guru yang telah tersertifikasi tehertambah (lihatGambarl.10).
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Gambarl.10 Pertumbuhan Sertifikasi Guru
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Berdasrkan data yang tersaji padaambarl.10, jumlah guru yang tersertifikasi pada tahun
2019 naik sebanyak 39.48flga puluh sembilan ribu empat ratus delapan pulgyu dari

tahun sebelumnya. &hgan bertambahnya guru yang tersert#fdt, mutu pembelajaran siswa

juga dapat diharapkan meningkat. Namun demikian, kapasitas pelaksanaan PPG saat ini belum
maksimal untuk menyelesaikan sertifikasi bagi guru PNS dan gury@dapsatuan pendidikan
yangdiselenggarakan oleh masyarakaing dangkat sebelum tahun 2016.

C. Relevansi Pendidikan

Salah satu prioritas pembangunan pendidikan di periode ZDI® adalah meningkatkan
relevansi lulusan. Untuk menghasilkan lulusan yang relevan, peningkatanpembelajaran

dan perbaikan kualitas luaran program pendidikan dan pelatihan wigikukan. Fokus utama

dari peningkatan relevansi ini adalah lulusan SMK. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9
Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengahbrik&) Dalam Rangka Peningkatan
Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indpkesiamdikbud melakukan beberapa
upaya agar lulusan SMK bermutu tinggi dan relevan dengan kebutuhan dunia usaha/dunia
industri (DU/DI) dan dapat menjawab persaingan glatzai regional, seperti pemberlakuan
Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Oleh karena itu, program vaki menjadi program prioritas Kemendikbud. Pada tahun 2018,
Kemendikbud menetapkan empat bidang keahlian prioritas yaitu: kelautan, pariwisata,
pertanian danteknologi informasi dan komunikasrig. Selain itu, program penguatan vokasi
dilakukan dengamendekatanteaching factory/techno parkkerja sama dengan industri, dan
penyelarasan kejuruan dengan sertifikasi prof€@ambarl.11 menjelaskan capaian dukungan
program vokasi Kemendikbud tahun 2019.
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Gambarl.11 Capaian Dukungan Program Vokasi SMK 2019
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Kemendikbud berupaya memastikan pendidik dan tenaga kependidikan SMK dapat
mengajarkan materi yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan DU/DI melalui dua
program: Program Keahlian Ganda (PKG) dagram peningkatan kompetensi guru kejuruan.

Program Keahlian Ganda memberikan tambahan kompetensi baru yang berbeda dari
kompetensi yang dikuasai sebelumnya. Program Keahlian Ganda menawarkan 6 (enam) bidang
keahlian: kemaritiman, agrobisnis dan agrotekigy, seni rupa dan kriya, pariwisata, teknologi
danrekayasa, teknologi informasi dan komunikasi yang terdiri dafiigt puluh satupaket
keahlian. Lulusan PKG mendapatkan dua sertifikitu sertifikat pendidik yangnerupakan
sertifikat keduadari Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidilan sertifkat keahlian dari
Lembaga Sertifikasi Profestatut diakui bahwa pelaksanaan PKG belum mampu memenuhi
kebutuhan akan guru mata pelajaran produktif di seluruh SMK di Indonesia. Kelulusan guru SMK
dari PKG juga masiterus ditingkatkan. Oleh karenduj Renstra Kemendikbudhi akan
melipatgandakan upaya untuk merekrut praktisi dari industri untuk mengajar sebagai guru
produktif di SMK.

Program peningkatan kompetensi guru kejuruan dilakukan lmieldji Kompetensi Keahlian
(UKK) dan sertifikasi professejauh ini 200 (dua ribu)guru produktif dari 219dua ratus
sembilan belasSMK sudah menjalani UKK. Dalam program ini, guru kejuruan diwajibkan
memiliki skills passportyang berisi uniunit kompetensi yang mengacu pada Standar
Kompetensi Kerja Nasial Indonesia (SKKNI) level 1V. Saat ifujah) unit pelaksana teknis

(UPT Kemendikbud sudah mendapatkan lisensi dari BNSP sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi
(LSP) pihakedua, sehingga dapat menyelenggarakan sertifikasi prdfesujuh UPT tersebut
adalah:

1. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan
Pariwisata Sawangan

2. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan T&mggandidikan Pertanian
Cianjur
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3. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenagyaditikan Bidang Mesin
dan Teknik Industri Bandung

4. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan
Budaya Yogyakarta

5. Pusat Pengembamag dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Otomotif dan Elektronika Malan

6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang
Bangunan dan Listrik Medan

7. Lembaga Pengembangan dan PemberdayRamdidik danfenaga Ependidikan Kelautan
Perikanan, Teknologi Informasi, dan Komunikasi Gowa.

Dengan usaha yw dijelaskan di atas, lulusan SMK diharapkan memiliki kompetensi kerja
seperti yang dibutuhkan di DU/DI.

Untuk meningkatkan peran perguruan tinggi pada peningkatan daya saing bangsa, pemerintah
telah mengembangkan beberapa perguruan tinggi untuk menjadid class universitgerta
mengembangkaiscience Techno PgI&TP)Science Techno Patlkkembangkan selmmi pusat

inovasi dan inkubasi bisnis bagi mahasiswa dan dosen berdasar hasil inovasi teknologi. Selama
periode 20152019 telah dibangun 4 (empat) Sd&h akan dikembangkan lebih lanjut.

D. Kebudayaan dan Bahasa

Sebagai penyelenggara pengelolaan kebudayasnpelaksanaan pengembangan, pembinaan,
dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia, Kemendikbud menyadari derasnya arus
globalisasi yang dapat mefwrkan identitas dan ketahanan budaya dan bahasa bangsa.
Sepanjang periode 20152019, Kemendikbud menghkan prograrprogram yang berhasil
memajukan tata kelola bahasa dan budaya Indonesia sebagaimana terukur melalui Indeks
Pembangunan Kebudayaan (IR€sional. Programrogram Kemendikbud dalam memajukan
bahasa dan budaya Indonesia dapat dikelompokkan atgrijga tema besar: (a) pelestarian

dan pengembangan kebudayaan, (b) pengembangan bahasa, dan (c) penguatan karakter.

Pelestarian dan Pengembangaeliidayaan

Kemendikbud terus berupaya meningkatkan peran pelaku budaya dalam melindungi,
mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan. Hal ini antara lain dilakukan dengan
menerbitkan regulasi di tingkat pusat dan daeramng terkait dengan peningkatan mutu tata
kelola kebudayaan. Sampai tahR@19, terdapat 37gtiga ratus tujuh puluh sembilamggulasi

yang mendorong peningkatan mutu tata kelola dimaksud. Pelaku budaya juga turut
dikembangkan agadapat berperan aktif unitk mendorong pemajuan kebudayaan. Pelaku
budaya yang terlibat berasal ddujuh bidang, yaitu: cagar budaya, permuseuman, kesenian,
perfilman, kesejarahan, tradisi, dan kepercayaan.

Kegiatankegiatan prioritas Kemendikbud dalam bidang pelestarian dang@ebangan
kebudayaan terdiri dari: (1) registrasi nasional cagar bud@)apencatatan dan penetapan
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warisan budaya takbenda, (3) revitalisasi dan pembangunan museum, (4) revitalisasi cagar
budaya, (5) revitalisasi taman budaya, (6) bantuan pemerintabkupelestarian kebudayaan,
(7) Europalia Arts Festival Indonesiian (§ Pekan Budaya Indonesia.

Di samping itu, sejak 2016, telah dilakukan pendaftaran, pencatatan, dan penetapan warisan
budaya benda dan takbenda. Pada akhir tahun 2019, 94s5t@bian puluh empat ribu dua

ratus tujuh puluhxagar budaya telah terdaftaiath 126(seratus dua puluh enancagar budaya
peringkat nasional telah ditetapkan, serta terdapaflifna) warisan budaya dunia. Selain itu,
8.658 (delapan ribu enam ratus lima pululeldpan)warisan budaya takbenda telah tercatat

dan 1.086(seribu delaparpuluh enam)warisan budaya takbenda telah ditetapkan. Adapun
warisan budaya takbenda duri@rjumlah9 (sembilan)wvarisan.

Pada tanggal 9 Desember 2018, pemerintah menyeigrarakan Kongres Kebudayaan

LYR2ySaAl oO6YYLO wnmy RSy3lLy GSYIF . SNJISLINROIFR

merupakan salah satu arena diskusi yang merangkum aspirasi masyarakat untuk kemudian

diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusarddaerah serta masyarakat dalam

tempo sesingkasingkatnyaKongres Kebudayaan Indone2@l8 merekomendasikan(tujuh)
resolusi diantaranya:

1. melembagakan Pekan Kebudayaan Nasional sebadmtform aksi bersama yang
memastikan peningkatan interaksi ktdantar budaya;

2. memastikan terjadinya alih pengetahuan dan regenerasi melalui pelindungan dan
pengembangan karya kreatif untuk kesejahteraanapaelaku budaya, serta pelibatan
maestro dalam proses pendidikan dan pembelajaran formal;

3. meningkatkan diplomsi kebudayaan dengan memperkuat perwakilan luar negeri sebagai
pusat budaya Indonesia, meningkatkan jumlah dan mutu program pertukaran dan reisiden
untuk seniman, peneliti dan pelaku budaya, dan menjadikan diaspora Indonesia sebagai
ujung tombak pemajuakebudayaan Indonesia di luar negeri;

4. membangun pusat inovasi yang mempertemukan kemajuan teknologi dengan warisan
budaya di tiap daerah melaluingirgi antara pelaku budaya dan penggerak ekonomi kreatif
guna memanfaatkan kekayaan budaya dalam rangka mkaikgn kesejahteraan
masyarakat;

5. membangun mekanisme pelibatan seniman dan pelaku budaya dalam kebijakan
kepariwisataan berkelanjutan dan ekonokneatif yang berbasis komunitas, kearifan lokal,
ekosistem budaya, pelestarian alam, dan pemanfaatan teknskegagai jalan keluar dari
pendekatan industri ekstraktif;

6. membentuk Dana Perwalian Kebudayaan guna memperluas akses pada sumber pendanaan
dan partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan; dan

7. memfungsikan aset publik (seperti gedung terbengkalaiilbdésa, gedung kesenian) dan
fasilitas yang telah ada (taméabudaya dan museum) sebagai pusat kegiatan dan ruang
ruang ekspresi kebudayaan, guna memperluas dan menjamin pemerataan akses masyarakat
pada kebudayaan

Paga KKI, Kemendikbud telah berkoordsh@engan berbagai pihak untuk secara konsekuen
melaksanakamandat KKI dengan hasidsil sebagai berikut:

x pelaksanaarPekan Kebudayaan Nasional pada bulan Desember 2019;

X kesepakatarerkait Dana Perwalian Kebudayaan; dan
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x pelibatan diaspora dalam kegiatakebudayaan seperti yang dilakukan di Inggris Raya
melalui legiatan Karavan Budaya.

Selain itu, pada tahun 2019 untuk pertama kalinya diadakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Museum
dan Taman Budaya untuk melaksanakan revitalisaseumdantamanbudaya DanaAlokasi
Khusustersebut disampaikan kepada l1l(eratus sebas) museum tingkat provinsi dan
kabupaten dan 2Qdua puluh}amanbudaya

Pengembangan Bahasa

Dalam bidang pengembangan bahasa, Kemendikbud melalui BBdagembangan dan
PembinaanBahasaterus meningkatkan mutubahasalndonesia dan pemakaiannya sebagai
penghelalptek danpenguat daya saing Indonesia, serta meningkatkan peatasandonesia
sebagai bahasa perhubungan di kawasan ASEAN. Indikdikator yang menunjukkan capaian
keberhasilan Kemendikbud adéla

1. pemerkaya minat baca;

2. tenaga profesional dan calon tenaga profesional mengikijti Kemahiran Berbahasa
Indonesia (UKBY);

pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra;

pengendalian penggunadrahasandonesia di ruang palik;

negara lain mengajarkarahasandonesia; dan

penutur asing menjadi pemelajaahasandonesia.

ook w

Gambarl.12 Capaiarindikator Peserta UKBI, Pemerkaya Minat Baca, Penutur Asireg8 Indonesia, dan
Pengembangan dan Perlindungan Bahasa

Peserta UKBI Jumlah Pemerkaya Minat Baca
63.802 718
545
41.279
30.461
302
165
9.541
> 1l
2015 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Jumlah Penutur Asing Bahasa Jumlah Pengembangan dan
Indonesia Perlindungan Bahasa dan Sastra

108,000 110.000 112.000 114.000

24.169 92.000
21.088

8.430
5.448
1.013

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

Sumber: Laporan Kinerfeemendikbud2019
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Sebagaimana ditunjukkan olefbambar 1.12, setiap tahun terjadi peningkatan jumlah
pemerkaya minat baca, peserta UKBI, pengembaiganpelindungan bahasa dan sastra, dan
penutur asing pemelajar Bahasa Indonedtadan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
melakukan penyediaan buku bacaan literasi sebagai materi pemerkaya minat baca sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayallomor 23 Tahun 2015 tentang
Penumbuhan Budi PekertReraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayadan mendorong
pembiasaan mmbaca buktbuku yang dapat meningkatkan literasi siswa selam@irha belas)

menit sebelum mulai belajar. Sampai tahun 2019 telah dihasilkan(fojih ratus delapan
belas)judul buku bacaan nonteks pelajaran bahasa dan sastra. Tema bacaan dahiuuku
tersebut juga terus berkembang, tidak sekedar cerita rakyat melainkan jugdaden sosial
masyarakat perdesaan dan perkotaan, kuliner Indonesia, dan arsitektur Indonesia. Peningkatan
jumlah ini dibarengi dengan upaya penjaminan mutu buku bacaan yarkukhla melalui
berbagai program, seperti: sayembara bahan bacaan literasikdoka bagi penulis, program
Gerakan Literasi Nasional, penilaian dan validasi buku bacaan literasi, dan alih wahana buku
bacaan cetakan ke bentuk digital.

Jumlah peserta UKBI mi@gkat pesat dalam periode 2012019 (Gambar 1.12). Pada awalnya,
hanya 927(sembilan ratus dua puluh tujultyang yang mengikuti UKBI. Namun, pada tahun
2019 sudah 63.802enam puluh tiga ribu delapan ratus duayang mengikuti UKBI.
Keberhasilan inigrjadi karena adanya berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan UKBI, di
antaranya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayadamor 70 Tahun 2016 tentang
Standar Kemahiran Berbahasa IndoneBigiaturanPemerintah Nomoi82 Tahun 2016 tentang
Jenis da Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaaran Peraturan PresidenNomor 20 Tahun 2018entang
Penggunaan Tenaga Kerja Adliaigam rangka memfasilitasi pendidikaardpelatihan bahasa.
Peserta UKBI berasal dari beragam profesi seplergiger, wartawan, penerjemah, gudahasa
Indonesia, pengajdrahasa Indonesia bagi penutur asiBgHA, dan pengacara.

Pengembangan dan pelindungan bahasa dan sastra dilakukara daita melalui penambahan
kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Seperti dilukiskan dalam Gambar 1.12,
terjadi penambahan 22.00@ua puluh dua ribukosakata dalam KBBI dalam peleo5 (lima)

tahun sejak 2015. Penambahan ini berguna untukgingi perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan senKamus Besar Bahasa Indondsiisi V diluncurkan pada tanggal 28 Oktober

2016 dalam versi cetak dan daring. Versi luring berbasisofthdan iOS diluncurkan satu bulan
kemudian. Dengan demikiadiseminasi kosakathahasalndonesia semakin luas menjangkau
masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri.

Jumlah negara dan penutur asing yang mempeldjatiasalndonesia juga menunjukkan
peningkatan. Pada tahun 2019(tdjuh) negara dkawasan Asi Tenggara mengajarkéahasa
Indonesia dalam sistem pendidikan nasionalnya, yaitu Filipina, Malaysia, Kamboja, Laos,
Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Pada tahun 2019 sudah tercatat Zdus6puluh empat

ribu seratus enam puluh sembilaojang pemelar BIPA dkawasan Asia Tenggara, meningkat

24 (dua puluh empatkali lipat dari 1.018seribu tiga belag)emelajar pada tahun 2015 (Gambar
1.12). Peningkatan ini didukung oleh pengiriman tengmengajar BIPA ke luar negeri,
pengembangan portal daring BiPdan bimbingan teknis bagi pengajar BIPA. Di samping itu,
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melalui Atase Pendidikan dan Kebudayaan, dalam kerja sama dengan Kemenlu, Sekretariat
Negara, dan Kedutaan Besar negara sahabat, tmersingkatkan diplomasi kebahasaan agar
bahasalndonesia menjdi bahasa perhubungan regional.

Melalui Gerakan Pengutamaan Bahasa Negara, Badan PengemlummgBembinaalBahasa
serta Pemda bekerja sama meningkatkan penggurtz@rasalndonesia yang terkendali di
ruang publik. Sampai tahun 2019, penggunfahasalndonesia di ruang publik 19(eratus
sembilan puluh satu)kota/kabupaten terkendali, meningkat pesat rda4 (empat)
kabupaten/kota pada tahun 2015. BaddPengembangan dan Pembinad@ahasa telah
melakukan verifikasi dan sosialisasi pengutamaan pamggubahasa negara pada ruang publik
di daerah, serta validasi dan pengolahan data keterkendalian wilayalypeagn bahasa pada
ruang publik.

Penguatan Karakter

Salah satu program Nawacita adalah penguatan pendidikan karakter baRgsaturan
PresidenNomor 87 Tahun2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menjadi panduan
Kemendikbud dalam menjalankan program penguatan pendidikan karakter (PPK) di lingkungan
sekolah dan keluarga/masyarakat. Dalam pendidikan karakter ada empat aspek filosofi
pendidikanyang ditanamka (olah hati, olah raga, olah karsa, dan olah pikir) dan lima nilai
utama (religiositas, integritas, nasionalisme, gotong royong, dan kemandirian) yang menjadi
fokus dalam pembentukan karakter seperti terlukis dat@aambarl.13.

Gambarl.13 Skema Penguatan Pendidikan Karakter

Penumbuhan Nilai-nilai Utama Karakter

Religius
Jujur

Religiositas
Olah Hati

Demokratis ¥
o Rasa In ir:,;rahu Nasionalisme
mangat Kebangsaan
e Cin':a Tarilaph Aqlr Nilai Utama
lenghar restasi
Boruh-ba?lakomunlkam (o e
Cinta Damai
Podul Linghunge:
Olah Pikir Pedull Sosial Gotong
Tanggung Jawab
(dan lain-lain) Royong

Filosofi Pendidikan Karakter Pasal 3 Pnr&fﬂ No. 87/2017
Ki Hajar Dewantara Tentang PPK

Kristalisasi Nilai-Nilai PPK

5 Nilai Utama merupakan Aktualisasi dari Pancasila, 3 Pilar Gerakan Nasional
Revolusi Mental, Nilai-nilai Kearifan Lokal, Tantangan Masa Depan

Sumberhttps://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/?page_id=132

Penguatan Pendidikan Karakter dilaksanakanmelalui pendekatan guru dan siswa secara
langsung melalui kegiatan intkaurikuler, kakurikuler, dan ekstr&urikuler pada setiap jenjang
pendidikan. Selaiitu PPK dilaksanakan melalui pendekatan budaya. Secara akumulatif, siswa
peserta PPK telah mencaipl30.218(seratus tiga puluh ribu dua ratus delapan belsisya
sampai akhir tahun 2019, yaitu naik hampir tiga kali lipat dari 43@&at puluh tiga ribu dua
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1.2

ratus lima puluh empat)siswa di akhir tahun 2017. Beragam program seperti Kawah
Kepemimpian Pelajar (KKP), Pramuka, Seniman Masuk Sekolah, Kemah Budaya Nasional
hingga pemutaran film berkarakter nasional dilaksanakan untuk memd) penguatan
pendidikan karakter.

Dalam implementasinya, Kemendikbud juga bekerja sama dekgarenterian lembaga,
pemerintah daerah dan masyarakat untuk secara aktif melaksanakan PPK dan budaya anti
korupsi. Dengan terlibatnya banyak pikhdalam program ini, diharapkan PPK dapat menjadi
fondasi dan roh utama pendidikan dan kebudayaan.

PermasalahadanPotensi Pembangunaendidikan dan Kebudayaan

Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator pembangunan pendidikan dan
kebudayan, seperti angka partisipasi pendidikan, pemerataan mutu pendidikan, relevansi
pendidikan, dan pengembangan budayandsahasa, masih terdapat sejumlah permasalahan
dalam upaya Kemendikbud memajukan pendidikan dan kebudayaan. Permasalahan tersebut
terbagidalam4 (empaf) kategori: (1yendahnyaangka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi,

(2) rendahnya hasil pembelajarg() ketimpangan kualitas pendidikan secara geografis, dan (4)
kurangnya kesadaragkan pentingny&ebudayaan, perbukuan dan bahasa.

A. AngkaPartisipasPAUD dan Pendidikan Tinggi

Indonesia telah berhasil meningkatkan angka partisipasi pendidikeak usiadini, dasar,
menengah dan tinggi sebagaimana ditunjukkan sebelumnya. Namun khusus untuk capaian
angka APK PAUBdbnesia masih jauh dibandingkan dengan angka negegara lain. Begitu
juga angka partisipasi pendidikan tinggi belumermanjukkan peningkatan yang
menggembirakan.

Gambarl.14 membandingkan angka partisipasi PAUD dan pendidikan tinggi Indonesia dengan
negaranegara lain, disandingkan dengan perbedaan PDB itaka
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Gambarl.14 Perbandingan APK PAUD dan PT dengan negaara lain
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Catatan: *) PDB per Kapita dalam ribuarad AS, disetarakan dengan Paritas Daya Beli 2000

SumberAPKBank Dunia (2017 atau setelahny@PB: Bank Duni2@17, 2018

Seperti terlihat dalamGambar 1.14, angka partisipasi PAUD Indmia sangat rendah
dibandingkan dengan angka partisipasi negara lain yang hampir semuanya telah mencapai lebih
dari 70% (tujuh puluh persen)Adapun angka partisipasi PAUD dan Dikdionesiaberada di

bawah 406 (empat puluh persen)

Dibandingkan deganMesir yangmemilikiPDBebih rendah, Indonesia memang telah memiliki
angka partisipasi PAUD yang lebih baik. Akan t&Bpi PAUDWdonesa jauh di bawah Filipina
yang memiliki PDB lebih rendalmdonesiaidak bisa berpuas diriSebagai negara yamneglah
berketetapan untuk menjadi negara majidonesiamemerlukan SDM yang berpendidikan
baik.

Oleh karena itu acuan Indonesia haruslah nagergara yang lebih maju. Dibandingkan dengan
Kolombia, negara berkembang lain dend@DByang sedikit lebih tingj dari Indonesia, dengan
selisih kurang dari 20(dua puluh persen}erlihat ketimpangan besar dalam angka partisipasi
PAUD. Angka partisigsi PAUD Kolombia (76,5%) hampir dua kali lipat angka partisipasi PAUD
Indonesia (8,93%). Dan angka partisipaséndidikan tinggi Kolombia juga 50d#ma puluh
persen)di atas Indonesia.
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Angka partisipasi Indonesia akan semakin terlihat rendah dibaralingkngan negara maju
seperti Korea Selatan, yang memiliki angka partisipasi Dikd4embilan puluh empat koa
empat persen)lebih daritiga kali lipat dari angka partisipasi Dikti Indonesia sebe€s283%0
(tiga puluh koma dua puluh delapan persen)

Ada beberapa kemungkinan penyebab rendahnya angka partisipasi PAUD dan Dikti di Indonesia.
Pertama, kesadaramasyarakat tentang pentingnya paidikan bagi anak usia dingdlden

year9 masih rendah. Kedua, akses layanan PAUD saat ini masih terbatas. Masih ada sekitar 30%
(tiga puluh persenatau 25.000(dua puluh lima ribujplesa di Indonesia yang belum memiliki
lembaga PAUD. Ketigeetidakmamp@an masyarakat, khususnya yang berpendapatan rendah,
untuk membiayai pendidikatinggi. Pada kuartil terendah dalam pengeluaran rumah tangga,
misalnya,angka patrtisipasi Dikti hanya %sebelas persen)ni jauh lebih endah dari angka
partisipasi penditkan menengah sebesar 70&juh puluh persenpada kuartil yang sama.
Sedangkan pada kuartil tertinggi, angka partisipasi Dikti mencapai lebih dafe6adm puluh

persen) Terakhir, ada persepsi yang rendah tentadgdanpendidikantinggi vokasi.

B. Hasil Pembelajaran

Hasil pembelajaran tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi masih belum
menggembirakan. Pada pendidikan dasar dan menengah, hasil yang dicapai olth gielie
Indonesia dalam tes PISA sudah mguokkan kemajuan, namun ada banyak ruang untuk
pengembanganGambarl.15 memperlihatkan tren nilai tes PISA dan peringkat Indonesia dari
tahun 20062018.

Gambarl.15 Tren Nilai dan Peringkat PISA Indonesia
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Rangking 72 dari 77 o ansking 70685 7
T :Erg:orrr?::tﬁngi'ser:'!r'r:r.:!w!r T :erg':irf::‘,‘l;:pe:szefa :.':awar T T r:k:r 50% pe:s't.a .:':awar T
o kompetensi minima 101 ompetensi minimal 93
129 122 439 115

MM‘\—/"

20002003 2006 2009 2012 20152018 2003 2006 2009 2012 2015 20182006 2009 2012 2015 2018

Membaca Matematika Sains

SumberOECD2019

Sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1.15, Indonesia mendydwkigkat yang rendah
dalam hasil tes PISA tahun 2018. Untuk bidang matematika, misalnya, Indonesia berperingkat
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72 (tujuh puluh dua)ari 78(tujuh puluh delapanhegara yang berpartisipasi dah PISA. Hasil
yang kurang lebih sama ditunjukkan untuk teasis dan membaca. Nilai tes PISA Indonesia juga
memperlihatkan tren stagnan. Tidak ada lonjakan peningkatan nilai selama peri¢dieldgan
belas)tahun. Namun demikian, selisih nilai pesertdikliindonesia dengan rerata nilai peserta
didik negaranegaramaju yang terhimpun dalam OECD menunjukkan tren pengurangan untuk
semua bidang yang diujikan. Contohnya, selisih nilai matematika peserta didik Indonesia dengan
negaranegara OECD sebesar 138ratus tiga puluh sembilargoin pada tahun 2000. Selisih

nilai itu berkurang menjadi 11&eratus lima belag)oin pada tahun 2018Capaian Indonesia
yang kurang memuaskan ini dapat disebabkan oleh beragam perihal, seperti disparitas mutu
pendidikan secar geografis, keadaan sos@onomi siswa, dan kurangnya sasaprasarana
pendidikanHarus diakui masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peringkat dan
nilai Indonesia.

Berkenaan dengan hasil nakademik, seperti pendidikan sikap daerilaku, data yang dimiliki
Kemendikbud juga menunjukkan perlungarbaikan. Dalam hal perundungabu(lying dan
kerangka pikir kemajuargfowth mindse}, Gambarl.16 menunjukkan hasil survei terhadap
peserta didik Indonesia dibandingkan dengan #iatta pe®rta didik negaramegara OECD.

Gambarl.16 Perundungan dan Kerangka Pikir Kemajuan Peserta Didik

Perundungan dan Growth Mindset dalam Survei Well-being Siswa PISA
2018

Persentase siswa yang melaporkan telah mengalami 23%

perundungan beberapa kali dalam sebulan _ 41%

Persentase siswa yang tidak menyetujui pernyataan
bahwa “kepandaian tidak dapat diubah terlalu 63%

(Growth Mindset)

Rata-rata OECD mIndonesia

SumberOECD2019

Seperti terlihat padaGambarl.16, 41%(empat puluh satu perserpeserta didik Indonesia
melaporkan mengalami perundungan beberapa kali dalam satu bulan. Angka intihgjgih
dibandingkan dengan angka ratata negara OECD sebesar®@28lua puluh tiga persen)
Peserta didik yang sering mengalami perundungan mencdlpaimembaca 2{dua puluh satu)
poin lebih rendah. Mereka juga merasa sedih, takut, dan tidak puagasielkehidupan mereka.
Peserta didik seperti ini lebih mungkin untuk absen sekolah.

Gambarl.16 juga menunjukkan bahwa hanya 2%€tua puluh sembilan persepgeserta didik

Indonesia tidak menyiedze dzA LISNy &l G+ 1y oF Kgl a1 SLI YyRIALY

21

CI



jauh di bawah rat-rata negara OECD sebesa®®@nam puluh tiga persen)ni bermakna
peserta didik Indonesia memiliki kerangka pikir kemajuan rendah, karena mereka tidak melihat
perunya memajukan diri mereka dalam segi akademis. Peserta didik yang memiliki kerangka
pikir kemajuan memiliki nilai membaca 82ga puluh dua)oin lebih tinggi, tidak takut pada
kegagalan, lebih termotivasi dan ambisius, serta lebih menganggap pendogiking.

Pada jenjang pendidikan tinggi, masalah hasil pembelajaran dapat terlihatddahnya angka
lulusan bekerja dari pendidikan tinggi vok&sasihrendahnyamutu dan daya saing perguruan
tinggi kita antara lain terlihat dari rendahnyeringkatperguruan tinggi Indonesia dala@S
World University RankingHanya ada empat perguruan tinggi Indonesia da@& World
University RankingUniversitas Indonesia (peringkat 296), Universitas Gadjah Mada (peringkat
320), Institut Teknologi Bandung (periag 331), dan Institut Pertanian Bogor (peringkat -600
650).

Perbandingan kebekerjaan lulusan dari perguruan tinggdemikdan perguruan tinggvokasi
dilukiskan dalanGambarl.17 di bawabh.

Gambarl.17 Perbandingan Angka Lulusan Bekerja

Kebekerjaan dalam Satu Tahun Setelah Lulus
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Gambar 1.17 menunjukkan dalam kurun waktu 282019, angkakebekerjaan lulusan
perguruan tinggivokasimasih jauh di bawah angka lulusan perguruan tirsg@idemik Pada
tahun 2019, 55,08%ima puluh lima koma nol delapan persém)sanperguruan tinggvokasi
mendapatkan pekerjaan dalam satu tahuaibandingkan dengarb8o(enam puluh lima persen)
lulusanS1 (perguruan tinggi akademik)

Ada berbagai isu yang berloibusi pada rendahnya hasil pembelajaran peserta didik
Indonesia.Pertama, pedagogi dan efektivitas pengajaran para guru Indonesiah rpasgu
diperbaiki. Guru sering bertindak sebagai penerus pengetahuan, bukan fasilitator pembelajaran.
Banyak guru disiyalir tidak memfokuskan pengembangan karakter dan membangkitkan
keinginan belajar. Dalam hal guru mengajukan pertanyaan, sekitafs80%ilan puluh persen)

dari tanggapan siswa hanya berupa jawaban satu kata. Cara guru bertanya bersifat dangkal,
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belum mendukung munculnya keterampilan berpikir tingkat tindggtber order thinking skills
dan kemampuan menjelaskan logika pemikiran. DasilHJji Kompetensi Guru, permasalahan
ini lebih jelas terlihat seperti tampak dala@ambarl.18.

Gambarl.18 Ratarata Nilai Uji Kompetensi Gu(UKG) 2019

sD 54,80%

SMP 58,60%

SMA 62,30%

SMK 58,40%

Skor UKG (nilai maksimal 100%)

Sumber:Neraca Pendidikan Daerah, 2019

Uji Kompetensi Guru yang dilakukan terhadap ggmuu Indonesia menunjukkan hasil yang
kurang menggembirakan. Nilai ratata UKG 2019 tertinggi yang dicapai oleh gurugjegjSD
adalah sebes&4,8(lima puluh empat koma delapariilai ratarata UKG 2018rtinggi yang
dicapai oleh guru jenjang SMA adalah sebesgefam puluh dua)Ratarata, nilai UKG hanya
57 (lima puluh tujuh)ari nilai maksimal 10(seratus)

Kedua kurikulum yang berlaku di Indonesia sering dipandang kaku dan terfokus padakonte
Tidak banyak kesempatan tersedia untuk bdtetul memahami materi dan berefleksi terhadap
pembelajaran. Isi kurikulum juga dianggap terlalu teoretis, sulit bagiu guntuk
menerjemahkannya secara praktis dan operasional dalam materi pembelajaran thatask
kelas.

Ketiga infrastruktur sekolah kurang memad&rmasuk yang diakibatkan ol&lencana, seperti

di Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan sekitasgyty Kawasan Pesisir Selat Sunda.
Secara umum masibanyak ruang kelas di sekolah Imggia berada dalam kondisi rusak, baik
rusak ringan, sedang maupun berat, seperti terlihat Gaimbarl.19.
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Gambarl.19 Kondisi Ruang Kelas

sD 27% 54% Ll 1063
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Sumber:Neraca Pendidikan Daerah, 2019

BerdasarkanGambar1.19 sebagian besar ruang kelas di sekolah Indonesia berada dalam
keadaan rusak. Angka paling tin@da di jenjang SD. Hanya 2(ta puluh tujuh persemuang

kelas SD berada dalam keadaan baik. Secaraatdalebih dari 509%ima puuh persenyuang
kelas Indonesia rusak.

Selain itu, Indonesia juga mengalami kekurangan fasilitas laboratorium dan perpustéban.
1.1 menggambarkan ketersediaan perpustakaan dan laboratodusekolah.

Tabell.1 Ketersediaan Sarana Prasarana di Sekolah, 2018

Perpustakaan Laboratorium

Jumlah Tidak % Tidak | Kebutuhan| Yang %
Jenjag | Sekolah| Memiliki | Memiliki | Memiliki | Sesuai SNR tersedia | Kekurangan| Kekurangan

SD 148.244 94.550 53.694 35,2 - - - -
SMP 38.960 30.030 8.930 22,9 38.960| 24.426 12.534 32,2
SMA 13.495 10.862 2.633 19,5 67.475| 30.359 37.116 55,0
SMK 13.710 8.851 4.859 35,4 95.970| 18.711 77.259 80,5
Jumlah | 214.409| 144.28 70.116 32,7 202.405| 75.496 126.909 62,7

Sumber: Bsdatin, 2019

DalamTabell.1 di atas terlihat hampir sepertiga dari sekolah di Indonesia belum memiliki
perpustakaan. Selain ittaboratorium sebagai sarana pendukung pembelajaran berbagai mata
pelajaran, seperti saingjga kurang memadai dan kekurangan laboratorium tersebut mencapai
62,7%(enam puluh dua koma tujuh persesgcara nasional. Kekurangan yang paling parah
dialami olehjenjang SMK- 80,36 (delapan puluh koma lima persenPengan demikian
diperlukanpemenuhan fasilitas primer pembelajaran, yakni perpustakaan dan laboratdium.
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samping itu, lebih dari 40%empat puluh persenkekolah tidak memiliki aksestémnet,
terutama pada jenjang SD. Angka penetrasi internet di sekolahgpairdah di wilayah Papua
dan Maluku tidak sampai seperempat dari total sekolah di wilayah ini memiliki akses internet
(Survei Potensi Desa [Podes], 2p18

Keempat, tata kelola pendidikan Indonesia juga belum mendukung maksimalnya hasil
pembelajaran pserta didik. Ada indikasi bahvwanggaran yang dialokasikamtuk pelatihan

guru dan bantuan sekolah tidak menunjukkan korelasi yang berarti dengan peningkatan kualitas
pembelajaranGuru dan kepala sekolah tidak diberikan insentif nyata untuk meningkatksih
pembelajaranAdapunsejumlah besar gurtionorerdibayar di bawah upah minimum regional.

Kelima, pada jenjang pendidikan tinggi, ditengarai ada empat masalah penyebab rgadahn
hasil pembelajaran: (1) rendahnya keterkaitan dengan DU/DI sebagaimana terlihat dari
rendahnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum di politeknik dan wiiaedan
kurangnya program pemagangan yang terstruktur, sehingga kompetensi liuissarg relevan
dengan kebutuhan DU/DI; (Rirang berkembangnya potensi dosen karena beban administrasi
dosen yang tinggi, keharusan melaksanakan tridarma oleh semua ¢oslemma seharusnya
menjadi misi di tingkat institusi, bukan misi indivickgnailan jabatan akademik yang terpusat
perizinannya dkementerian serta akreditasi yang terpaku pada administrasi dan keseragaman;
(3) kurikulum yang kaku sepetiimpak dari ketiadaan kesempatan untuk mengambil mata
kuliah interdisipliner yang témtegrasi dengan program studi serta terbatasnya kurikulum vokasi
sistem gandadual TVET systémdan (4) lemahnya kompetensi dosen yang dapat dilihat dari
pola rekrutmendosen berbasis kualifikasi akademik, bukan kompetensi ataupun pengalaman di
DU/DI, keterbatasan pengetahuan dosen tentang pradgiiaktik di DU/DI, dan 50%ima puluh
persen)dosen lulus dari perguruan tinggi yang sama dengan tempatnya berkarya (masalah
breeding.

Di samping permasalahan rendahnya hasil pembelajaran, pendidikari tmdgnesia juga
menghadapi tantangan dalam tata kelola, yang dibayangi oleh disparitas akses pendidikan yang
bersifat struktural. Tata kelola pendidikan tinggsih diwarnai oleh ketimpangan kualitas. Ada
banyak PTS dengan jumlah mahasiswa kecil dalitdsiyang rendah (71% dari 3700 PTS).
Secara institusional, banyak perguruan tinggi yang tata kelola internalnya masih belum sehat.
Hasil penelitian perguruannggi belum dikelola secara maksimal, sebagaimana terlihat dari
rendahnya pemanfaatan hasil pelitian oleh industri. Tak dapat dipungkiri, pendanaan
pendidikan tinggi Indonesia masih rendah dibandingkan dengan pendanaan negara ASEAN
lainnya seperti Singapa, Malaysia, dan Thailand. Di balik permasalahan yang dihadapi
pendidikan tinggi Indonesia,etdapat disparitas akses pendidikan antar kuintil ekonomi
masyarakat. Pada kuintil terendah, hanya 1@#puluh persenjnasyarakat dapat mengakses
pendidikan tingi. Sedangkan, pada kuintil tertinggi, akses sudah mencapa{é&tam puluh
persen) Disparias akses ini bersifat struktural, terjadi pada segala jenjang pendidikan, mulai
dari SMP.
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C. Ketimpangan Kualitas Pendidikan secara Geografis

Kemendikbud menyadari bahwa masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan Pulau Jawa
dengan pulatpulau lainnya. Hl ini antara lain terlihat dari hasil penilaian Asesmen Kompetensi
Siswa Indonesia (AKSI). AKSI mengukur kemampuan matematika, membasaindasiswa
Indonesia. Penilaian ini bersiflmw stakekarena skor AKSI tidak digunakan sebagai salah satu
faktor penentu kelulusan atau kenaikan kelas, sehingga kajian yang berdasarkan skor AKSI
diharapkan dapat memberikan gambaran sesungguhnya tentamgakpuan literasi dan
numerasi siswa Slhambarl.20 memperlihatkan distribusi nilai AKSI SMP pada tahun 2019.

Gambarl.20 Distribusi Nilai AKSI Tahun 2019
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(2019) P stor kI (SUP) Jox o karta dan DI Yogyakaria

Kallmantﬂn

Sumatera * B. Indonesia (1} m‘ -6% . .
XD 5% - + Matemaiika (M) €D ¥ ‘o 2 _
v € g% IPA () CD§ 5 Sulawesi . -

i S <5 3 BEITAY

s CD¥ & i v EEp§ 12 " Papua dan Maluku
- S t:p& w1 €D
DKl Jakarta & - EXPE 19%
] Yng)rakarta Jawa (non-DKI dan DIY) : @-{ 0%
@ €Y ; '
.‘ 5u  Bali Nusrsr
v Sy
- <9
s CD¥ =

Sumber: Puspendik, 2019

Seperti ditunjukkan olefBambarl.20, pengelompokan nilai AKSI berdasarkan pylalau dan

dua provinsi dengan nilai tertinggi (DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) menunjukkan ketimpangan
kualitas pendidikan secara geografis. Pypalau di timur Indonesia seperti SulaweBiapua,
Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara menunjukkan kesenjangan yang tinggi
dibandingkan dengan DKI Jakarta dan DI Yogyakarta dalam nilai AKSI.

Permasalahan ini dapat disebabkan oleh keterbatasan gdfisgregulasi, dan tata kelola. Dari

segi geografis, kepulauan Indonesia yang luas memiliki sebaran populasi yang tidak merata
antara satu daerah dengan daerah lainnya. Di beberapa pulau kecil, sulit didirikan sekolah
ataupun mendatangkan guru. Mobilitgsiru antar daerah juga terbatas, serimfjkerpusat di
perkotaan dan pulagulau besar. Tidak banyak guru yang dapat ditempatkan di daerah 3T
(tertinggal, terluar, dan terdepan). Dari segi regulasi, pemanfaatan berbagai program dukungan
pemerintah untuk pmerataan mutu belum tepat guna dan teémmasaran. Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) dibagikan berdasarkan jumlah peserta didik dan pencapaian target, bukan
berdasarkan kebutuhan riil tiap sekolah. Kebijakan penghentian penerimaan calon pegawai
negeri sidijuga berdampak pada banyak guru yamrdsdrja paruhwaktu dan menerima upah
rendah. Pada masa yang akan datang, hal ini dapat berdampak pada rendahnya minat siswa
berprestasi tinggi untuk menjadi guru. Selain itu, pengembangan profesional bagi guru dalam
jabatan juga terbatas. Dari segi tatadda, otonomi daerah yang memberikan wewenang bagi
pemerintah kota dan kabupaten untuk mengelola pendidikan dasanerlukankonsultasi dan
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kerja sama yang erat dengan Kemendikbud untuk memajukan mutu pendidikegtiad s
daerah.

Kemendikbud juga menyadabahwa total pengeluaran pendidikan Indonesia sebagaimana
diukur dari persentas®DBmasih rendah, walaupun anggaran pemerintah untuk pendidikan
sudah besar.Gambar 1.21 memperlihatkan perbadingan anggaran dan pengeluaran
pendidikan Indonesia dengan negara anggota OECD.

Gambarl.21 Perbandinga Anggaran dan Pengeluaran Pendidikan Indonesia dan Negara OECD
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SumberOEKCD, 2015

PadaGambarl.21, ratarata anggaran nasional negara anggota OECD untuk pendidikan sebesar
10,9%6(sepuluh koma sembilan persefguh di bawah Indonesia yang menganggark@ dari

APBN untuk pendidikan. Akatetapi, negara anggota OECD memiliki angka pengeluaran
pendidikan dari pendanaan pemerintah sebesaf4(@mpat koma satu persemari PDBdan

dari pendanaanmasyarakatsebesar (8% (nol koma sembilan persergari PDB Adapun
Indonesia memiliki angka pengeluaran pendidikan dari pendanaan pemerintah sebgs@a3%
persen)dari PDBlan angka pengeluaran pendidikan dari pendanaesyarakasebesar 1%

(nol koma empat persenjika ditotal, terlihat bahwa negara araig OECEnengalokasikan 5%

(lima persenydari PDBmereka untuk pendidikan, sedangkan Indonesia hanya mengalokasikan
3,4% (tiga koma empat persen)ni berarti pengeluaran pendidikan Indonesia memiliki selisih
kirakira 250 (dua ratus lima puluhjriliun rupiah dbandingkan dengan rerata pengeluaran
pendidikan negara anggota OECD. Oleh karena itu, masih terdapat celah untuk memanfaatkan
dana atau investasi dari pihak swasta untuk mendanai pendidikan di Indonesia. Indonesia perlu
memikirkan regulasi yang gat mendaong pihak swasta untuk berpartisipasi mendukung
pembiayaan pendidikan.
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D. Kebudayaan, Perbukuan, dan Bahasa

Kurangnya kesadarakan pentingnya kebudayaan dapat terlihat da@empat) permasalahan
yang mengemukgakni (1) kesadaran dapemahaman tentanggmbangunan kebudayaar)(
nilai pemanfaatan ekonomi cagar dan objek pemajuan bud@ebahasa dan sastra daerah,
dan @) sistem perbukuan

1.Kesadaran dan Pemahaman tentang Pembangunan Kebudayaan

Kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayabrdatiesia juga masih dapat
ditingkatkan.Pada tahun 2018, misalnylndeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Nasional
masih berada pada angksB,74% (lima puluh tiga koma tujuh puluh empat perseBkor PK
Nasional tersebut menunjukkdrahwakesadaran dan papahaman masyarakat Indonesia akan
perlindungan, pemahaman, dan pemanfaatan serta diplomasi budaya masih ada di tingkat

menengahGambarl.22 menunjukkan capaian IPK per provinsi pada tahun 2018

Gambarl.22 Capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan per Provinsi, 2018
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Capaian IPK per provinsi menunjukkan tidak meratanya kesadaran dan pearahwsyarakat
tentang pembangunan kebudayaan. Hal ini menunjukkan permasalahan dalam
menyebarluaskan kesadaran dan pemalaa akan pentingnya pembangunan kebudayaan.
Penguatan pendidikan karakter melalui pendekatan kebudayaan juga dapat membantu
peningkatan kesadaran dan pemahaman tersebut, namun masih diperlukan penyesuaian
dengan konteks daerah dan tahapan tumkkdmbang pserta didik.

2. Nilai Pemanfaatan Ekonomi Cagar Budaya

Rendahnya kesadaran dan pemahaman akan pembangunan kebudayaan kemungkinan
merupakan salah satu penyebab rendahnya nilai pemanfaatan ekonomi dari berbagai cagar
budaya serta fasilitas dan infrastruktur kebudayaan yang telah ada. Femem budaya yang

telah direvitalisasi dan dibangun masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat keidtan

yang memajukan dan melestarikan budaya. Caggar budaya dapat pula memiliki nilai
ekonomi, misalnya sebagabjek wisata, tanpa kehilangan fokusnya sebagai pelestdefak

artefak kebudayaan. Nilai pemanfaatan ekonomi dari cagar budaya dpk @emajuan
kebudayaan yang rendah kontras dengan suburnya industri kreatif di Indonesia. Seyogyanya,
industri kreatif dapat bekerja sama dengan Kemendikbud untuk menggali gaatan
ekonomi cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan agar dapat terudukusmy
kemandirian dan keberlanjutannya sebagai sarana pelestari budaya nasional.

3.Bahasa dan Sastra

Negara Indonesia memiliki 6g8nam ratus enam puluh delapabahasa daetda yang telah
terpetakan, namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan yerddan pembaca.
Kemahiran membaca aksara daerah semakin turun. Beberapa bahasa daerah terancam punah
karena penutur jati perlahatahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. ijlaya bahasa

dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsaluBge peningkatan upaya
pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muatan lokal berupa bahasa daerah di selkaikin

masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara daeralbetéutur dalam bahasa
daerah terjaga. Kebijakan Pemda dalam memajukan badi@saastra daerah perlu diperkuat

dan dikoordinasikan dengan Kemendikbud.

Sistem Perbukuan

SesuaiamanatUndangUndang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, pemerintah
perlu menyiapkan seluruh buku teks utama untuk mata pelajaran wajib dan madgapzet
peminatan. Selain itu, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengendalikan mutu-toukw
pendidikan lainnya, seperti buku teks pendamping, buku nonteks pelajaran, dan ugtam
lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sampai tahun 2019 telatdukpr 887 delapan
ratus delapan puluh tujuljudul buku teks untuk SD, SMP, dan SMA, 2(86 ribu enam ratus
lima puluh enam)udul buku nonteks pelajaran, 1@lelapan belasjudul buku elektronik
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interaktif, dan 5(lima) judul buku audio. Akan tetapjumlah judul ini masih diyakini belum
cukup untuk menumbuhkan minat baca dan memperkaya pengetahuan peserta didik. Lebih luas
lag, UndangUndangNomor 3 Tahun 2017 tentan8istem Perbukuatersebut mendorong
tersedianya buku yang bermutu, murah, dan ater di seluruh tanah air. Oleh karenanya
dibutuhkan ekosistem perbukuan yang sehat dan tertata agar semua pihak yang terlibat, mula
dari penulis, penerbit, penerjemah, penyadur, editor, desainer, ilustrator, pencetak,
pengembang buku elektronik, penerbidan toko buku mendapatkan perlindungan dan
dukungan yang memadai.

1.3 TantangarPembangunan Pendidikan dan Kebudayaan

Berkaca dari permasalahan yang ada, Kemendikbud mengidentBikasimbilar) tantangan
yang dihadapi dalam pemajuan pendidikan berkenaangde ekosistem pendidikan, guru,
pedagogi, dan kurikulum/prograriabell.2 menunjukkan kesembilan tantangan tersebut.

Tabell.2 Tantangan PemajuareRdidikan
No. Tantangan
1. | Memerdekakan pembelajaran sebagheban menjadi pembelajaran sebag
pengalaman menyenangkan
2. | Memerdekakan sistem pendidikan yang tertutup (pemangkepentingan
bertindak sendirsendiri) menjadi sistem pendidikan yang teraukpemangkuy
kepentingarbekerja sama)
3. | Memerdekakan guru sebagai penerus pengetahuan menjadi guru se
fasilitator pembelajaran
4. | Memerdekakan pedagogi, kurikulum, dan asesmen yakendialikan oleh konter
menjadi berbasis kompetensi dan nifdlai
5. | Memerdekakan pendekatan pedagogi yang bersifat pukul rame Gize fits dll
menjadi berpusat padpeserta didikdan personalisasi
6. | Memerdekakan pembelajaran manual/tatap muka methjgembelajaran yang
difasilitasi oleh teknologi
7. | Memerdekakamprogramprogram pendidikan yang dikendalikan oleh pemerin
menjadi program yang relevan bagi industri
8. | Memerdekakan pendidikan yang dibebani oleh perangkat administrasi me
bebas untuk berinovasi
9. | Memerdekakan ekosistem pendidikan yang dikailchn pemerintah menjad
ekosistem yang diwarnai oleh otonomi dan partisipasi aldijefcy semua
pemangkukepentingan
Adapun tantangan dalam pemajuan bahasa dan kebudayaan terdapat dalam Tabel 1.3 di
bawah.

Tabell.3 Tantangan Pemajuan Kebudayaan

Tantangan

1. | Penguatan pendidikan karakter yang sesdangan kebudayaan setempat di
tahapan tumbukkembang peserta didik
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Optimalisasi kegiatan ekstiaurikuler kesenian sebagai wadah pelestarian bad
dan pendidikan karakter

3. | Pemberdayaan cagar budaya dan objek pemajuan kebudayaan desgan potens
ekonominya

4. | Sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan
Daerah/Indonesia

5. | Pengawasan dan pembinaan pemandapentingan perbukuan, serta pemberiz
kemudahan fiskal, kredit, dan insentif bdgdustri perbukuan demi terwujudny
sistem perbukuan nasional yang sehat

6. | Diplomasi kebudayaan yang lebih holistik di luar negeri

7. | Kemitraan dengan industri kreatifad pemangku kepentingan kebudayaan laint

untuk memajukan ekonomi berbasis kebudan
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BAB i
VISI, MISDAN TUJUAN

2.1 Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui
ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan
kebudayaan, Kemendikbudalam menentukan visi kementeriderdasarkan padaapaian
kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPIJMN Tahu@0232GCserta Vis
Indonesia 2045Adapun Viskemendikbud@020-2024 adalah:

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Rliesiden untuk
mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadraelalui
terciptanyaPelajar Pancasila yargernalar kritis kreatif, mandiri, beriman,
bertakwa kepada Tuhan YME, d&erakhlak mulia,bergotong royong dan
berkebinekaan global

Visi tersebut di atasnenggambarkakomitmenKemendikbuanendukung terwujudnyavisi dan

misi Presidenmelalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten,
bertanggung jawabdapat dipercayadengan mengedepankan profesionalitas dan integritas
Oleh karenatu, perumusan kebijakadan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan
kebudayan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian
Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud
dan sduruh pemangku kepentingan pendkdin dan kebudayaan, bekerja bersama untuk
memajukan pendlikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi danRMig&siidertersebut

Gambar2.1 Profil Pelajar Pancasila

Beriman, Bertakwa
kepada Tuhan YME, A
dan Berakhlak Mulia =\ €0
v £

Berkebinekaan
Global

] 5 Bergotong
PELAJAR | L&a0 Royong
PANCASILA i B

Mandiri

Bernalar
Kritis

Kreatif

Sejalan dengaperwujudan vistdan misi Presiden tersebufemendikbudsesuai dengan tugas
dan kewenangannydga berkomitmen untuknenciptakanPelajarPancasilaPelajar Pancasila
adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepgrjayat yang memiliki kompetensi
global dan berperilaku sesuai dengan rild@i Pancasila, dengan enam ciri utarbariman,
bertakwa kepada Tuhan YMian berakhlak mulia, berkebinekaan globahergotong royong,
mandiri, bernalar ktis, dan kreatif, seperti ditunkkan oleh Gambar 2di atas.
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Keenam ciri tersebut dijabarkagbagai berikut:

(1) Beriman, bertakwa kepada Tuhan Y,M&n kerakhlakmulia

Pelajar Indonesia yanigeriman, bertakwa kepada Tah YMEdan berakhlak mulia adalah
pelajar yang berakhlak dalahubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. la memahami ajaran
agama dankepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut ddahidupannya
seharthari. Ada lima elemeikunciberiman, bertakw&epada Tuha YMEgdanberakhlak mulia:

(a) akhlak beragama; (b) akhlak pribadi; (c) akhlak kepada manusia; (d) akhlak kepada alam; dan
(e) akhlak bernegara.

(2) Berkebinekaan global

Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas ntitasnya, dan tetap
berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehinggaumbuhkan rasa saling
menghargai dan kemungkinan terbentuknya budbagau yang positif dan tidak bertentangan
dengan budaya luhur bangsalemen kunci dari berkattkaan global meliputi mengenal dan
menghargai buday&emampuarkomunikasi intekultural dalamberinteraksi dengan sesama,
dan refleksi dan tanggung jawadrhadappengalaman kebinekaan.

(3) Bemotong royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampubergotongroyong, yaitukemampuan untuk melakukan
kegiatan secara bersansama dengarsuka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan
lancar, mudahdan ringan. Elemenelemen dari bergotong royong adalahkolaborasi,
kepedulian, dan berbagi.

(4) Mandiri

Pelajar Indaesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yapganggung jawab atas proses
dan hasil belajarnyd&lemen kunci dari manditerdiri darikesadaran akan diri dan situasi yang
dihadapisertaregulasi diri.

(5) Bernalar kritis

Pelajar yang bernalar kritteampu secara objektif memproses informasi baiklitatif maupun
kuantitatif, membangun keterkaitan antara berbagaiformasi, menganalisis informasi,
mengevaluasi dan menyimpulkannyElemenelemen dari bernalar kritis adalah memperoleh
dan memproses imkmasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi
pemikiran dan proses berpikir, dan mengambil keputusan.

(6) Kreatif

Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkanaseyang orisinal, bermakna,
bermanfaat, dan berdampaBEemen kunci dari kreatiferdiri darimenghasilkan gagasan yang
orisinalsertamenghasilkan karya dan tindakan yang orisinal.

Keznam karakteristik ini terwujud melalui penumbuhkembangan rildai budaya Indonesia
dan Pancasila, yang adalah fondasi sagala arahan pembangunan nasional. Dengan identitas
budaya Indonesia dan nilailai Pancasila yang berakar dalamgsyarakatndonesa ke depan
akan menjadi masyarakat terbuka yang berkewargaan glebalapat menerima dan
memanfaatkan keragaman sumbeergalaman, serta nilaiilai dari beragam budaya yang ada
di dunia, namun sekaligus tidak kehilangan ciri dan identitas khasnya.
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2.2

Dabm kurun waktu 2022024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden
dalam menyelenggarakan urusan pemerintab@adang pendidikan dan kebudayaasejalan
dengan pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi IndodéSidetupaya
melakukan transformasiang berkelanjutanli bidangpendidikan darkebudayaan di Indonesia.

Ini didasarka pada keyakinan bahwdalam menghadapi tantangan Abad ®&rlu melakukan
transformasi dan perbaikan signifikan di bidgrendidikandan kebudayaan IndonesiBalam
rangka mencapai visi pembangunbitdang pendidikatKemendikbud akan terus meningkatkan
pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembergpendidikan dasar dan menengah
yang dilakukan oletpemerintah daerah sesuai dengan amanat UndasigdangNomor 23
Tahun2014 tentangPemerintalan Daerahsebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undandgyndang Nomor 9 Tahun 20i&ntang Perubahan Kedua atas Undagdang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer&elain itu, Kemendikbud juga
melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi dirsél wilayah Indonesia. Agar terwujud
masyarakatindonesia yangnerupakan pembelajar seumur hidulayanan pendidikan dasar,
menengah dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan,
keluarga, masyarakat, dan sektor svaalsérsamasama dalam mengupayakan pengembangan
potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi tenyajud
insaninsan yangoerketuhanandan berakhlak muliaHal tersebut tidak dapat terjadanpa
komitmen semugpemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan
maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan d
kebudayaan.

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidakgbudayaan, Kemendikbud terus
memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk
membangun kesejahteraan bangs@esuai amanatindangUndang Nomor 5 Tain 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbud memberikaadtgm landasan hukum untuk
meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasinilgai tradisi, dan sejarah
Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa tervksh dalam
menghadappengaruh dan dampakasuknya budaybudaya eksternate IndonesiaSemakin
maraknya industri kreatif berbasis budaya menjadi kesempatan sekaligus tantangan. Berbagai
aktivitas kebudayaan melalui sektor industri kreatif dan pesdta menyokong pembangunan
ekonomi, stabilitas sosial, dan kstarian lingkungan hidup. Sinergi antara kebudayaan dan
industri membangun insamsan Indonesia yang adaptif dalam menghadapi perubahan zaman
dan sanggup berinteraksi di tataran lokal maupglobal tanpa meninggalkan nHailai
tradisional dan kebudayaaga. Di sisi lain, kondisi SDM di bidang kebudayaan,jangpakan
komponen pokok bagi pembangunan berkelanjutan, masih perlu diperkuat. Pelestarian
berbagai warisan budaya baik yangditat benda maupun tak benda perlu disokong secara
holistik integratif, antara lain melalui pengelolaan cagar budaya, pelestarian bahasa daerah, dan
peningkatan diplomasi budaya adardaya Indonesi&bih dikenal di kancah internasional.

Misi Kementeria Pendidikan dan Kebudayaan

Untuk mendukung pencapaiaxisiPresiden Kemendikbudsesuai tugas dan kewenangannya,
melaksanakanMisi Presidenyang dikenal sebag®awacita keduayaitu menjabarkan misi
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nomor (1) Pemgkatan kualitas manusia Indonasinomor (5) Kemajuan budaya yang
mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih,
efektif, dan terpercaya. Untuk itunisi Kemendikbuddalam melaksanakan Nawacita kedua
tersebut adalalsebagai berikut:

1. Mewujudkan penditkan yang relevan damerkualitas tinggimerata dan berkelanjutan,
didukung oleh infrastruktur dan teknologi.

2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan
sastra.

3. Mengoptimalkan peran sertaseluruh pemangku kepentingan untuk mendukung
transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

Tata Nilai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tatayailg sesuai dan
mendukurg. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai
Kemendikbud dalam menjalankan tugas membangun pendidikan dan kebudayaan. Tata nilai
yang diutamakan pad&enstra Kemendikbu2020-2024 ini adalh sebagai berikut:

1. Integritas

Pada nilai integritas terkandung makna keselarasan antara pikiran, perkataan, dan
perbuatan. Sesuai dengan nilai integritas, pegawai Kemendikbud diharapkan konsisten dan
teguh dalam menjunjung tinggi niailai luhur dan kegkinan, terutama dalam hal
kejujuran dan kebenaran dalam tindakan dan mengemban kepercayaan. Adapun indikator
yang mencerminkan nilai integritas adalah:

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi miléi kebenaran dalam tindakan

Jujur dalam segalandakan

Menghindari bentuan kepentingan

Berpikiran positif, arif, dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan;fungsi

Mematuhi peraturan perundargndangan yang berlaku

Tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme

Tidak melanggar sumpatan janji pegawai/jabatgn

Tidék melakukan perbuatan rekayasa atau manipyldan

Tidak menerima pemberian (gratifikasi) dalam bentuk apapun di luar ketentuan

T TQ@ o0 T

2. Kreatif dan Inovatif

Nilai kreatif dan inovatif bermakna memiliki daya cipdamampuan untuk menciptakan hal

baru yang berbda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Hal baru

tersebut dapat berupa gagasan, metode, atau alat. Indikator dari nilai kreatif dan inovatif

adalah:

a. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan ruekatan yang variatif terhadap setiap
permasadhan, serta mampu menghasilkan karya baru

b. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan

c. Bersikap terbuka dalam menerima itée baru yang konstruktif

d. Berani mengambil terobosan daolusi dalam memecahkan masaglah

e. Memanfaatkanteknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan
efisien
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3.

6.

f. Tidak merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai
g. Tidak bersikap tertutup terhadap idde pengembangagrdan
h. Tidak monoton

Inigatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak mbiki yang dibutuhkan atau yang dituntut dari

pekerjaan. Pegawai Kemendikbud sewajarnya melakukan sesuatu tanpa menunggu

perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil

pekerjaandan menciptakan peluang baru atau menghindaritulnya masalah. Indikator

dari nilai inisiatif adalah:

a. Responsif melayani kebutuh@emangku kepentingan

b. Bersikap proaktif terhadap kebutuhan organisasi

c. Memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan mampu
mengambil tindakan nyatuntuk menyelesaikan masatah

d. Tidak hanya mengerjakan tugas yang diminta oleh atadam

e. Tidak sekedar mencari suara terbanyak, berlindung dari kegadadsargumentasi
bahwa apa yang Anda lakukan telah disetujui oleh semua anggata tim

Pembelajar

Pada nilai pembelajar terkandung ikhtiar untuk selalu berusaha mengembangkan
kompetensi dan profesionalisme. Pegawai Kemendikbud harus berkeinginan dan berusaha
untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman, serta
mampu mengambil kimah dan pelajaran atas setiap kejadian. Indikator yang menunjukkan
nilai pembelajar adalah:

a. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluasasan,
pengetahuan, dan pengalaman

Mengambil hikmah dari setiap kesalahan dan menjadikannyagrala|

Berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja

Memanfaatkan waktu dengan baik

Suka mempelajari hal yang badan

Rajinbelajar/bertanya/berdiskusi

~poo00o

Menjunjung Meritokrasi

Nilai menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalaemliperian
penghargaan bagi karyawan yang kompeten. Pegawai Kemendikbud perlu memiliki
pandangan yang memberi peluang kepada orangikimhaju berdasarkan kelayakan dan
kecakapannya. Indikator yang mencerminkan nilai ini adalah:

a. Berkompetisi secara profesioha

Memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan kompetensi pegawai
Memberikan penghargaan dan hukuman segam@porsional sesuai kinerja

Tidak sewenangvenang

Tidak mementingkan diri sendiri

Menduduki jabatan sesuai dengan kompetensirgan

Mendapatkan promosi bukan karena kedekatan/primordialisme

@ ooo0cC

Terlibat Aktif
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Nilai terlibat aktif bermakna senantiasa barfisipasi dalam setiap kegiatan. Pegawai
Kemendikbud semestinya suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan
dorongan, agar piak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. Nilai terlibat aktif
terlihat dari indikator:

a. Terlibat langsungalam setiap kegiatan untuk mendukung visi dan kesienterian

b. Memberikan dukungan kepada rekan kerja

c. Peduli dengamktivitaslingkungan sekitar (tidak apatisian

d. Tidak bersifat pasif, sekedar menunggu perintah

7. TanpaPamrih

Nilai tanpa pamrih memiliki arti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Pegawai
Kemendikbud, yang memiliki nilai tanpa pamrih, tigaé&miliki maksud yang tersembunyi
untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi. Sebaliknyawaeg
Kemendikbud memberikan inspirasi, dorongan, dan semangat bagi pihak lain untuk suka
berusaha menghasilkan karya terbaiknya sesuai dengan tujessama. Indikator nilai
tanpa pamrih adalah:

a. Penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan

Rela membantu geerjaan rekan kerja lainnya

Menunjukkan perilaku 4S (senyum, sapa, sopan, dan sgntun

Tidak melakukan pekerjaan dengan terpakdan

Tidak berbuuk sangka kepada rekan kerja

®cooo

Peningkatan internalisasi ketujuh nilai di atas di antara pegafeanendikbud semakin
dirasakan urgensinya untuk memastikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sesuai
dengan Visi Pendidikan dan Kebudayaan 20224 didukungleh kinerja Kemendikbud yang
prima.

2.4 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Perumusan tuwjan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukurakuran
terlaksananya misi dan tercapainya visemendikbud menetapkalima tujuansebagaimana
dapat dilihat diTabel2.1.

Tabel2.1 Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun2020

[\ o} Tujuan

1. Perluasan aksgsendidikanbermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif

2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta dig

3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter

4, Pelestarian dan pemajuan budaya, bahadan sastra seat pengarusutamaannya dalam
pendidikan

5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transpara
akuntabel
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2.5 Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan

Dalam rangka mengukur tingkat ketepsgan tujuan pembangunan pendidikan dan
kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dentgguran pertamat Perluasan aksgsendidikan
bermutubagi peserta didik yang beriidilan dan inklusif adalatneningkatnya pemerataan
layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang

2. Sasaran yang ingin dicapai berkaiteemgantujuan keduat Penguatan mutu dan relevan
pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adsdaingkatnya kualitas
pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang

3. Sasaran yang ingin dicapagrkaitan dengantujuan ketigat Pengembangan potensi
peserta didik yang berkarakter adalatenguatnya karakter peserta didik

4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan deng@ran keempatt Peningkatan peran budaya,
bahasa dan sastra dalankehidupan berbangsaadalah Meningkatnya pemajuan dan
pelestarian bahasa dan kebudayaan

5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan denggunan kelimat Penguatan sistem ta kelola
pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah
meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan
akuntabel

Kdima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan
kebudayaan terangkum dalafabel2.2.

Tabel2.2 Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahur22Q20

Tujuan

No. Sasaran Strategis .
terkait

1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikagrmutu di seluruh jenjang 1

2. Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikaeldruh jenjang 2

3. Menguatnya karakter peserta didik 3

4, Meningkatnya pemajuan dan pelestaribahasa darkebudayaan 4

5. Menguatnyaata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisfpatinsparan, 5

dan akuntabel
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BABII
ARAH KEBIJAKAN, SHBG\, KERANGKA REGUIDAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional
VisiPresidertahun 20262024 adalah:

G¢SN¥dz2dzRy el LYR2ySaAl Yladz @Fy3 o6SNRI dz
berlandaskan gotondN2 € 2 y 3 €

Visi tersebut dijalankan dalam Senbilan) misi yang dikenal sebagai NaiteaKedua. Naweaita
dalam periode 2022024 adalah sebagai berikut:

Peningkaan kualitas manusia Indonesia

Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

Pembangunan yang merata dan berkeadilan

Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

Penegakan sistemmukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
Perlindungan bagi segenap bangsa dan meikbarrasa aman pada seluruh warga
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

©CoNeGhA~WNE

RPJMNnemberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama Presiden sebagai strategi
dalam pelaksanaan misi Nawaita, termasuk di antaranya arahan tentang pembangunan SDM:

GaSYoly3dy {5a LIS{SNBI 1SN} & &l yailRAYI YA
LISy 38t Kddy RFy (S81y2f23A RARdz dzy3 RSy3ly

Sesuai dengan RPJMNarahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan SDM
dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

3.1.1 Agenda PembangunaRPJMN 2020024 yang Terkait Langsung dengan Tugas dan
Fungsi Kemendikbud
Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat
dengan tgas dan fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan
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kebijakan dan stragi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang dirangkum dalam

Tabel3.1 berikut.

Agenda

Pembangunan
Meningkatkan SDM
yang berkualitas
dan berdaya saing

Arahan Kebijakan

- Meningkatkan
pemerataan layanan
pendidikan berkualitas

Tabel3.1 Peran Kemendikbud dalam Agenda Pamfpunan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Strategi

. peningkatan kualitas pengajaran dan

pembelajaran;

. peningkatan pemerataan akses

layanan pendidikan di semua jenjang
danpercepatan pelaksanaan Wajib
Belajar 12 Tahun;

peningkatan profesionalisme, kualita
pengelolaan, dan penempatan
pendidik dan tenaga kependidikan
yang merata;

penguatan penjaminan mutu
pendidkan untuk meningkatkan
pemerataan kualitas layanantar
satuanpendidikan dan antarwilayah;
peningkatan tata kelola pembangung
pendidikan, strategi pembiayaan, dar
peningkatan efektivitas pemanfaatan
anggaranpendidikan;

- Meningkatkan
produktivitas dan daya
saing

. pendidikan dan pelatihan vokasi

berbasis kerj@ama industridan

. penguatan pendidikan tinggi

berkualitas

Revolusi mental daf
pembangunan
kebudayaan

-Revolusi mental dan
pembinaan ideologi
Pancasila untuk
memperkukuh
ketaharan budaya
bangsa dan membentuk
mentalitas bangsgang
maju, modern, dan
berkarakter

1.

2.

revolusi mental dalam sistem
pendidikan untuk memperkuat nilai
integritas, etos kerja, gotong royong,
dan budi pekerti;

revolusi mental dalam tata kelola
pemerintahan untukpenguatan budayg
birokrasi yang bersih, melayamian
responsif;

. pembinaan ideologi Pancasila,

pendidikan kewargaan, wawasan
kebangsaan, dan bela negara untuk
menumbuhkan jiwa nasionalisme dan
patriotisme.

-Meningkatkan pemajuar
dan pelestaria
kebudayaan untuk
memperkuat karakter
danmemperteguh jati
diri bangsa,
meningkatkan
kesejahteraan rakyat,
dan mempengaruhi arah
perkembangan

peradaban dunia

. revitalisasi dan aktualisasi nilai buday

dan kearifan lokal untuk
menumbuhkan semangat
kekeluarg@an, musyawarah, gotong
royong, dan kerj@ama antarwarga;

. pengembangan dan pemanfaatan

kekayaan budaya untuk memperkuat
karakter bangsa dan kesejahteraan
rakyat;
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Agenda Arahan Kebijakan Strategi

Pembangunan

3. pelindungan hak kebudayaan dan
ekspresi budaya untuk memperkuat
kebudayaan yang inklusif;

4. pengembangan diplomasi budaya
untuk memperkuapengaruh Indonesig
dalam perkembangan peradaban
dunia; dan

5. pengembangan tata kelola
pembangunan kebudayaan.

Peningkatan literasi, 1. peningkatan budaya literasi;

inovasi, dan kreativitas |2. pengembangan, pembinaadan
pelindungarbahasalndonesia, bahasa
dan aksara daerah, serta sastra; dan

3. penguatan institusi sosial penggerak
literasi dan inovasi

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan strategi
Kemendikbud yang akan dilaksmkan melalui sinergi antara Kemendikbud dengan
kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

3.2 Arah Kebijakanah Strategi Kementerian

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu22@20dalam
rangka mendukungencapaiar® (&mbilar) Agenda Prioritas Pembangunan (NaiteaKedug
dantujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merddékalajar yang bercitaita menghadirkan
pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi
yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan
yang merata baik secara geafis maupun status sogiaekonomi. Selain itu, fokus
pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan
karakter bangsa malui perbaikan pada kebijakan, proseddan pendanaan pendidikaserta
pengembangan kesadaran akaentingnya pelestarian ilai-nilai luhur budaya bangsa dan
penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detaiKebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua
pemangku kepentingan: keluga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat
sebagaimangertuang dalam  Gambar3.1.
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Gambar3.1 Kebijakan Merdeka Belaja

MERDEKA BELAJAR ™=

Pendidikan Berkualitas
» bagi Seluruh Rakyat
Indonesia
Organisasi Penggerak, Ferusahaan
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=85% di seluruh jenjang pendidikan dasar dan memiliki pengetahuan dan keterampdan yang PO _— .
relevan, hasil penelitian berkualitas tinggl, dan baik secara ge\:g_raﬁsr,n\aup_un status
=Ti% pada Jenjang pendidikan tinggi ] =%07% tingkat penempatan kerja sosial ekonomi

"
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Sumber:Peta JalafPendidikan Indonesia, 2020

Gambar3.1 di atasmenjelaskan bahwi&ebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara
optimal melalui

(1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi anté&m=n masyarakat, dan
budaya

(2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan

(3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pekatiglidan

(4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:
(1) ekosistem pendidikan

(2) gury;

(3) pedagogi

(4) kurikulunt dan

(5) sistem penilaian.

Pada ekosistem pwlidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang
bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku,
persekolahan sebagai tugas yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada
urusan internalnya sediri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah
yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan
pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat. Berkaitan depgan
Kebijakan Mrdeka Belajar akan mengubah paradigguau sebagai penyampai informasi
semata menjadiguru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajdengan demikian guru
memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnyg masi
masing. Penghgaan setinggiingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam
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sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata,
penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru.

Dalam hal pedagogielijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi
menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memampukan guru dan murid menjelajahi
khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pemelajdaam da
arti merekalah yag membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pemelajaran
akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi
yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pemelajaran tiap siswa, tanpa
mengabaikan pentingra aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk
solidaritas sosial dan keterampilan lunakoft skill3. Dengan menekankan sentralitas
pemelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan
berkamakteristik fleksibelberdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan
keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat
formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pemelajaran dan menggunakarighio.

Adapun impementasi dari Kebijakan Merdeka Belajar pada aras pendidikan tinggi adalah
Kebijakan Kampus Merdeka. Kebijakan Kampus Merdiekali dengaempatbutir kebijakan
yaitu:

(1) pembukaan program studi baru;

(2) sistem akreditasi perguan tinggi;

(3) perairuan tinggi negeri berbadan hukum; dan

(4) hak belajar tiga semester di luar program studi.

Keempatbutir kebijakan ini bertujuamntuk memulai perubahaparadigma pendidikan tinggi

agar lebih otonom dengan kultur pembelajaran yamgvatif. Perguruaringgi akan memiliki

proses pemelajaran yang semakin fleksibel dan bebas untuk melakukan inovasi sesuai dengan
kebutuhan masingnasing perguruan tinggKebijakan Kampus Merdeka akan menyentuh
semua elemen dalam ekosistgmendidikan tinggi, namun ahasiswaadalahfokusutama dari
Kebijakan Kampus Merdeka. Mahasiswa akan mampu memilih jurusan studi yang lebih
mutakhir dan berpadanan dengan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan, serta memiliki
kebebasan untuk memilih mata kah yang sesuai dengan kebutuhaengembanan kapasitas
dirinya.

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 202@, Kebijakan Merdeka Belajar
terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garisdnahkar,
kebijakan dan sategi Kemendikbudntuk periode2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

a. angkapartisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat

b. Wajib Belajar 9(sembilan)Tahun tuntas dan 4jib Belajar 12dua belas)Tahun
meningkat dan
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C.

angkapartisipasipendidikantinggi meningkat

Strategi yang dilakukan dalam rangka peningkatan angka partisipasi PAUD adalah:

1.

meningkatkarketersediaan layanan PAUD dengan kualitas yang teaikasuk PAUD

HI, sehingga dapat berkontribusi dalam menurunkan prevaktastingpada balita
membangun komitmen pemerintah daerah untuk temmengadakariembaga PAUD
yang sesuai dengan kebutuhannighususnya di wilayah yang belum memiliki lembaga
PAUD;

menyiapkanketersediaan guru PAUD dan kapasitas LPTK sebagai lembaga penyedia
guru PAUD;

mempertimbangkan T¥6D Satu Atap dengan mengoptimalkan penugasan guru kelas
awal SD;

menyediakan subsidi PAUDad anak dari keluarga tidak mampu agar aan&k
tersebut terbant kesiapan bersekolahnyaelalui pemberian Bantuan Operasional
Penyelenggaraan (BOP) PAWBbijakan SPMyendanaan dari filantropi dan subsidi
silang swadaya masyarakatgwdfunding; dan

menyusun kebijakakelembagaaryang dibutuhkan mengenai satuan HAU

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib B&kgantglan)
Tahun dan peningkatan Wajib Belajar(tiRa belasyahun adalah:

1.

memenuhi kebutuhan daya tampungniwk semua jenjang pendidikan melalui

pembangunan sekolah baru damang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan

termasukdi wilayah yang terkena dampak bencana

mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang, rusak

termasukdi wilayah yang terkena dampak bencana

membina sekolah swasta aglmalitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah

negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai

sekolah swasta, untuk membantu pencapei&ajib Belajar 12dua belasjahun;dan
melaksanakan program afirmasi batgerah khusus termasuk anak dengan kondisi
tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah
diantaranya:

a. melanjutkan Program Indonesia PintarRP dan pelaksanaan prograretrieval
untuk anak putus sekolah;

b. membuat progam/strategi untuk membantu analinak yang memiliki kondisi
tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi-anak tenaga
kerja Indonesia di luar negeri;

c. menyediakan layanan pendidikan untuBinak dari daerah 3T yang tidak
memungkinkan pembagunan sekolah di daerahnyanisalnya melalui sekolah
garis depan atau sekolah berasrgma

d. memberikan mekanisme belajéseperti cara penyampaian materi pelajaran dan
pelak@naan asesmen)ang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus,
seperti anakimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hudam;
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e. melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat
menemukenali anafanak yang tidak érsekolah untuk dapat didorong kembali
mengikuti pendidikan baik jalur formal maupoonformal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan angka partisipasi

pendidikan tinggi adalah:

1. meningkakan daya tampung dan pemerataan akpesguruan tinggi;

2. meningkatkan mutu dan memperluas layanan pendidikan jarak jauh berbasis
teknologi, salah satunya dengan memperkuat Universierbuka sebagaiplatform
pembelajaran pendidikan tinggi jarak jauh

3. meningkatkan peran akademi komunitas seliabagian dari penyedia layanan
pendidikan tinggi

4. menyediakan beasiswa khususnya untuk maalkat miskin melalui KIP Kuliadgn

5. mendorong kemitraan dengan dan investasi DU/DI dalam pendidikan tinggi.

Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan

Kordisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan

adalah:

a. kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional
(instructional leadershijpmenguat;

b. kompetensipendidikdantenaga kependidikamerata dan meningkat;

C. percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;

d. mutu layanan PAUDa& tahun praSD meningkat;

e. teknologiinformasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas
layanan pendidikan;

f. penjaminan mutusemakin kuat dan bermakna;

g. proses pemelajaran meningkat mutunya;

h. kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatén portofolio di sekolah meningkat;

i. jumlahperguruan tinggi kelas dunkzertambah dan

j- pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualidas diakii industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kepemimpinan

instruksional ifistructional leadershipdi sekolah adalah:

1. memperkuat peranpengawas sekolah dan kepala sekolah sebagai pemimpin
instruksional, pendamping bagjuru, dan mendukung pembentukan komunitas
pembelajar sekolah; dan

2. mengembangkan kompetengiengawassekolah dan kepala sekolah dalam peran
mereka untuk menjaga kinerja guru secara efektif dan memberikan umpan balik yang
konstruktif terhadap guru.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan
kompetensipendidik dan tenaga kependidikamtuk mendukung peningkatan kualitas
pendidikan adalah:
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mengembangkankompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema
Sekolah Penggekadan Guru Penggerak;

mengembangkan Balai Guru Penggef@&riter of Excellengdi setiap provinsi untuk
menciptakan eksistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif,
berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran sissekolah;
melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang
lebih baik, kurikulum yang berientasi pada praktik dan penggunaan teknologi,
pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan
keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;

berkonsultasidengan pemerintah daeralagar Guru Penggeraldapat diarahkan
menjadi pemimpirpemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas
Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;

bekerja samasecara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi
guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yarakukbn sesuai
dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;

menerapkanberbagai inovasi termasukulti-subject teachinguntuk meningkatkan
ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisidgasiefektivitasdan

membuka aksessatuan pendidikan danugu terhadap pembiayaan di luar APBN
seperti: pembiayaan oleh daerah, pihak-ke(contoh Pengabdian Masyarakat
Perguruan Tindgg CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS danuiibic
mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetens
pendidik dan tenaga kependidikan

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas
layanan pendidikan adalah:

1.
2.

meningkatkan pemerataan layanaendidikan yang berkualitas;

memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikarasebersama antar satuan
pendidikan dalam satdaerah(termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);

merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiapaerah dan setiap
satuan pendidikan;

mempertimbangkarmekanisme intervensi dan pembiayaan berb&sierja;
memastikanseluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan;
dan

memadukan seluruh sumbedaya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan
masyarakat dalam melakukan intervedssetiap daerah

Strategi yang dilakukan Kemendikbud daleangka peningkatan mutu layanan PAUD satu
tahun praSD adalah:

1.
2.

menyiapkan kebijakapendidikanbermutu satu tehun praSD;

memperjelas jenis layanan PAUD yang dimaksud untuk mendukung pendidikan
bermutu satu tahun pre&D;

menyiapkan mekanisme dan sistensentif untuk pengelolaan dan penjaminan mutu
layanan PAUD; dan
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4.

mendorong tersusunnya kurikulum PAUD memildtevansi dan implementasi yang
optimal untuk mencapai tujuan yang ditetapkan terutama yang terkait dengan
pemenuhan capaian SDG.

Strategi yanglilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi untuk peningkatan mutu peméajgran adalah:

1.

mengembangkanplatform pembelanjaan barang dan jasa bagi sekolah, agar
pembelanjaan lebih berkualitas serta mengurangi beban athtnasi kepala sekolah
dan gury dengan demikiandpala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian
mereka paa kualitas pembelajaran siswa

mengembangkamlatform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara
massal untuk selanjutnya dimoli$asi menggerakkan guguru lain.

mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan makmgembangan
kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sprefodded untuk
mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;

menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendopeegreview
praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar gdaun;

meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembaagsistem informasi bagi para
pemangku kepentingan

Strategi yanglilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan penjaminan mutu adalah:

1.

menyesuaikan damengutamakarstandar nasional pendidikan untukeningkakan
proses pembelajaran di ruang kelas sendikator kinerja dan akuntabilitas guru;
mengembangkan kerangka karpenjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah
(internal dan eksternal) yang lebih sederhana, berpusat pada keunggulan sekolah
(school excellengalan menggunakan data akreditasi, penjaam mutu, evaluasi diri
guru/sekolah dan hasil belajar siswar(mative assessmehtuntuk mengidentifikasi
langkahlangkah peningkatan mutu pembelajaran, berdasarkan praddlktik baik
global maupun masukan dari masyarakat dan DU/DI,

memperkuat peran da pola pikir kelembagaan yang ada (LPMP, Dinas Pendidikan)
dalam peltingkatan mutu pendidikan;

mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, seperti Asesmen Kompetensi
Minimum (AKM)surveikarakter,dan survei lingkungan belajamtuk memonitor hasil
pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik untuk guru;

Meningkatkan kapasitagendidikdan tenaga kependidikamntuk menyelenggarakan
penilaian formatif dan portofolio dalam kelas serta ~memanfaatkan informasi
diagnostik darprogramprogram penian pendidikan dan hasil belajar siswa seperti
AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar gomemingkatkan proses
pembelajaran;

mengoptimalkan keterlibatan DU/DI secara menyeluruh dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatdin vokasi guna mendong mutu ekosistem pendidikan dan
pelatihan vokasi berstandar industri, seperti: kurikulum, fasilitas pendidikan dan
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pelatihan, kapasitas guru/instruktur/pelatih/dosen, magang, asesmen dan uiji
kompetensi;

7. menyederhanakan sistem akréalsi perguruan tingginenjadi bersifat otomatis bagi
yang sudah terakreditasi, dan tidak ada penurunan indikator mutu bagi seluruh
peringkat akreditasi, dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi
yang sudah siap naik peringkat; dan

8. mengenbangkan lembaga akdéasi mandiri yang melibatkan pengguna (DU/DI,
profesi, asosiasi) dan berstandar internasional serta bersifat sukarela.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan proses pemelajaran adalah:

1. mendorong guru untuk menguh strategi pemelajan yang berlandaskan paradigma
pengajaran teaching menjadi strategi pemelajaran kreatif berlandaskan paradigma
pemelajaran learning, berpusat pada peserta didik dan mendorong peserta didik
untuk saling berinteraksi, berargumen, bebat, dan berkolabasi;

2. memanfaatkan Sekolah Penggerak untuk mendorong dan membina penguatan proses
pemelajaran di sekolakekolah lain;

3. membinaguru agar dapatmenyiapkan rencana pemelajaran yang memperhatikan
kebutuhan dan karakteristikmasingmasing peserta didik (normalremedial,
danpengayaan);

4. mengembangkan kurikulum di semua jenjang dan jalur pendidikan yang dapat
didiversifikasi melalui adopsi, adaptasi atau disesuaikan oleh satuan pendidikan dan
pemerintahdaerah yang didasarkaatas kebutuhan, konteks dan karakistik daerah;

5. melakukan progranprogram khusukepada siswaiswa yang memiliki kompetensi
kurang atau di bawah standar minimum;

6. melakukan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk DU/DI, untuk melakukan
penguatan dan pendampingan pada satuan pendididalam pengembangan dan
implementasi kurikulum di tingkat satuan pendidikan;

7. pengayaan dan perluasan moda pembelajaran di pergutinggi, melaluexperiential
learning di industri, magang di perusahaan/pemerintahEmbaga internasional,
masyarakat (meméngun desa), kegiatan independen, atau aksi kemanusiaan, yang
dapat diakui sebagai bagian d&atuan Kredit SemesteSK¥ program pendidikan;
dan

8. pengkajian dan evaluasi dalam rangka pengembangan kurikulum secara berkelanjutan.

Strategi yang dilakukan eiendikbud dalam rangka peningkatan kapasitas dan

pemanfaatan penilaian formatdan portofoliodi sekolah adalah:

1. mendorong penerapan penilaian formatif pendidikan, sepaKiM untuk memonitor
hasil pembelajaran dan menyediakan informasi diagnostik ugtul;

2. meningkatkan kapasitas tenaga kependidikan di sekolah untuk memperoleh informasi
diagnostik untuk peningkatanpembelajaran dari prograrpprogram penilaian
pendidikan dan hasil belajar siswa sep&HiM

3. mendorong penerapan penilaian portofolio yamglevan untuk mengetahui hasil
pembelajaran siswa yang bersifat performatif, artistik, kreatif, dan inovatif;
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4.

meningkatkan kapasitas guru dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan
penilaian formatif dan portofolio dalam kelas guna meningkatkan proses
pembelajarandan

mengizinkan dan mendorong penggungaortofolio dan asesmen yang lebih otentik
untuk penlaian sumatif kelulusan jenjang sekolah

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka menarjuralah perguruan tinggi
tingkat dunia dalah:

1.

10.

11.

12.

13.

mewujudkan diferensiasi misi perguruan tinggi dengan mendorong fokus perguruan
tinggi dalam mengemban tridharma perguruan tinggi, yakni sebagséarch
university teaching universityatauvocational university

merasionalkan jumlah perguruan tigig(ight sizing dan meningkatkan kesehatan
serta keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu melalui
penggabungan dan pembinaan/penguatan kapasitas serta meningkatkan otonomi PTN
dengan menjadi PTN BH,;

meningkatkan kerj@ama antar pergwan tinggidalam negeridan antara perguruan
tinggi dengan DIDI dan pemerintah

menetapkan beberapa perguruan tinggi seba@anters of Excellencalam rangka
percepatan hadirnya perguruan tinggi tingkat dunia dan pembinaan perguruan tinggi
lain yang edang bekembang;

meningkatkan mutu dan relevansi penelitian sejalan dengan kebutuhan ssdéttor
pembangunan serta DDI untuk penguatarknowledge/innovatiorbased economy
yang relevan dengan kebutuhanRevolusi Industri4.0 dan pembanguan
berkelanjutan;

meningkatkan mutu dan relevansi pengabdian kepada masyarakat yang sejalan dengan
kebutuhan pembangunan nasional, seperti pengurangan angka kemiskinan,
peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, penguatan UMtaM, a
perbaikan ligkungan hidup;

meningkatkan kerjssama dengan universitas kelas dunfag 100 QS/THES8alam
pengembangan pendidikan dan penelitian;

meningkatkan entrepreneurship mahasiswa dan mengembangkan pupasat
inkubasi bisnidtartup berbasis keya iptek;

membargun Science Techno Paikb (lima) universitas: UGM, Ul, ITB, |RBn ITS
mStAGlFG Y AYRdzA G NR k Y & NI pertaieliQa Sdzy @ dzi
mempercepat pembangunan melalui pengajaran kurikulum/penilaian proyek
mahasiswa serta kontribusi pendzemn;

mendorong kinerja dosen untuk menghasilkan penelitian yang berkudbtaselevan
dengan kebutuhan masyarakat dan DU/DI

meningkatkan publikasi kelas dunia serta paten/HKI, meningkatkan reputasi jurnal
ilmiah dalam ngeri agar berkelas dunia, meniragkan visibilitas karya perguruan
tinggi secara internasional;

mendorong dukungan dari DU/DI melakgisempatan magang, kerja sama penelitian
dan komersialberbagi sumber dayalan pendanaan;
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14. mengembangkarfuture skills ptform bersama dengan masyarakd&n DU/DI untuk

memberikan masukan dalam pengembangan kurikulum, dan pedagogi di perguruan
tinggi;

15. melaksanakan inisiatif Kampus Merdeka yang mendorong studi interdisipliner dan

pengalaman di industri/masyarakat bagi malsas diploma atau Stian

16. memfasiltasi dosen mengambil waktu untuk mendapatkan pengalaman langsung di

DU/DI dan/atau memperoleh sertifikasi di industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan
pelatihan vokasiintuk Revéusi Industri 4.¢/ang berkualitadan diakuindustri:

1.

10.

11.

12.
13.

membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung
terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan
kualitas program pendidikan dapelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan
standar industri;

membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar
setiap program pendidikan vokasi baik di SNEndidikan tinggivokasj maupun
kursus dan pelatihamenghasilkan koetensi lulusan yang standarnya diakui oleh
industn;

mengembangkan beberapa SMK menj@dinters of Excellenggina mempercepat
peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran sisisai SMK di seluruh Indonesia;
memfasilitasikerjasama yang mumpuni dengatJID| dalam setiap pembukaan atau
pengembangarProdi dipendidikantinggi vokasi;

meningkatkan kualitas pembelajargrada gndidikan danpelatihanvokasi dengan
metode problembased learningigar peserta didik dapat mengembangkachnical
skillsdansoft skillssesuai dengan standar DU{DI

mendorongpengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi
dengan kerja sama industri dan masyarakat;

peningkatan kapasitagchnical Kills, soft skillsdan pedagogical skillsumber daya
manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instnuktosen/pelatin) agar
sesuai dengan standar DU/DI,

mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan
(kepala sekolah, diktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan
vokasi;

memberikan kesempatan praktisi industrigfiesional untuk mengajar di pendidikan
dan pelatihan Vokasi;

memberikan kesempatan bagetiap peserta didikuntuk melakukan prakk kerja
indugri dan/atauproject workdengan DU/DI;

memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institus
Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
membuat mekanisme insentif yang transparartuk DU/DI yang terlibatdan
menggalangkerja sama yang sinergidan kolaboratif dengarpemerintah daerah
penyelenggaraan Pendidikan SMK
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Peningkatan Relevansi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan relevansi pendidikan adalah:

a.
b.

kemampuan literasi danumerasi meningkat;

perencanaan layanan pendidikan vokaan perguruan tingdierdasarkan kebutuhan
lapangan kerja terladana;dan

kesiapan siswa untuk memasuki dunia kerja meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kemamifarasildan
numerasi untuk mendorong relevansi pendidikan adalah:

1.

melakukan penyesuaian kurikulum untuk memberikan waldngylebih besabagi
pengembangakompetensidasarterutama literasi dan numeragsi

mengembangkan strategi penguatan pembelajaran nuasesecara menyeluruh
(kelas 112);

mengembangkan kompetensi guru yang berfokus pada kompetensi mengajar literasi
dan numeasi di kelas awal {2 SD/MI);

menyediakan modul pelatihan serta penyediaan sumber bacdam,;

memperkuat sistem dan mekanisme penjemth dukungan dan ketersediaan sumber
daya bagi guru yang mengajarkan literasi dan numerasi di kelas awal.

Strategi yangdilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi perencanaan layanan
pendidikan vokagian perguruan tingdierdasarkan kebutuhan lapgan kerja adalah:

1.

memastikan keterlibatan DU/DI dalam merencanakan, mengembangkan dan
mengevaluasi program pendidikan daelatihan vokasi agar sesuai dengan standar
DU/DI, termasuk pengembangan kurikulum, peningkatan kapasitas SDM
(guru/instruktur/dosen/kepala sekolah/pimpinan), pemutakhiran fasilitas, dan
asesmen terhadap hasil pembelajaran peserta didik

memfasilitasiexdange of informatiordari DU/DI dampendidikan dan pelatihan vokasi
mengenai kebutuhan kompetensi atau profesipasar tenaga kerja melalpiatform

yang dapat digunakan seluruh peserta didik;

melakukan analisis terhadap relevansi pendidikan dan pelatiodasi melalui data
yang dikumpulkan dari lulusan Pendidikan vokasi meti@aer study;

mengembangkan kurikum pada SMKpendidikantinggi vokasi dan pelatihan vokasi
yang disesuaikan dengan (1) Permintaan pasar dan kebutuhan Rlgfdarid drivep

(2) Kebersambunganligk) antara pengguna lulusan pendidikan dan penyelenggara
pendidikan kejuruan serta; dan (Becocokannfatch) antara pekerja dengan pemberi
kerja;

mengembangkan asesmen kompetensi peserta didik agar sesuai dengan kebutuhan
DU/DI,

menjalankan program penempatan kerja dan praktek kerja industri langsung dengan
DU/DI;

mendatangkan pengajar dari DU/DI atau praktisi industri untuk mengajar di SMK dan
pendidikantinggi vokasi;
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8. memfasilitasi pengalaman langsung dan pelatihan di industri bagiigstruktur SMK
dan dosen/instruktupendidikantinggi vokasi;

9. meningkatkan ketrhubungan/kesinambungan antara program studi vokasi dari
jenjang Pendidikan SMK daandidikan tinggi vokasi;

10. mengembangkan fleksibilitas pendidikan vokasi gemdidikanakademik melalui
skemaMulti Exit, Multi Entry Systepuntuk pendidikan menengah, pdidikan tinggi,
dan dunia kerja;

11. memberikan otonomi yang lebih besar bagi SMK dandidikantinggi vokasi untuk
berinovasi dan berkembang;

12. mendorong peningkatan citra perdikan vokasi melalui kerja sama dengan media dan
praktisi komunikasi;

13. mendorong SMK danpendidikantinggi vokasi untukoerbagi sumber daya seperti
guru/instruktur dan sarana prasarana praktik (bengkel, kdh)susnya yang memiliki
bidang keahlian yang sajydan

14. melakukan aktivitas pembelajaran bersama DU/DI seperti riset ggounoint
research dan/atau proyekgroject work berdasarkan permasalahan riil di masyarakat

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatan kesiapan bekerja siswa

untuk memasuki dunia kerja adalah:

1. memberikan kesempatan DU/DI untuk tdrumemberikan pengakuan terhadap
kompetensi peserta didik di SMK, pendidikan tinggi dan pelatihan melalui sertifikasi

2. selain memastikan pengembangartechnical skills juga menitikberakan
pengembangansoft skills penanamanvalues budaya kerja, serta kemampuan
berwirausahapada kurikulum SMK, pendidikan tinggi vokasi dan pelatihan vokasi,
sehinggamendorong terwujudnya karakter lulusan yang siap kerja;

3. mendorong pembelajaranproject work, riset terapan dan inovasi berbasis DU/DI
melalui pengembangateaching factorydanteaching industryagar sekolah bermitra
dengan pelaku DU/DI agar peserta didik tidak hanya belajar berproduksi tetapi
memastikan hasil produksinya memenuhi standar stdy

4. memfasilitag praktik kerja industri dardtau project workpeserta didik baik di SMK
maupunpendidikantinggi vokasi;

5. menataasesmen kompetensi peserta didik dalam mendorong kesiapan kerja;

6. memperlengkapitenaga pendidik dan kependidikan di SNdnddikantinggi vokasi
daninstruktur di pelatihan vokasidengankemampuan mengembangkan kompetensi
teknis dan norteknis peserta didik mereka;

7. memastikan perangkat pembelajaran beserta fasilitas sarana dan prasarana dalam
pendidikan dan pelatihan vokasi ygndikembangkan bersama DU/DI dapat
memfasilitas pengembangan kompetensi peserta didik yang mumpuni;

8. menggerakkan dukungan DU/DI terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi melalui
koordinasi K/L terkait dapemerintahdaerabh;

9. memfasilitasi penyampaian inforasi dan peningkatan pemahaman peserta didik
terkait dunia kerja melalyslatform teknologi; dan
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10. menggunakan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagai acuan dalam

pengembangan kompetensi dan pelaksanaan Rekognisi Pajatasgi Lampau dalam
pendidikandan pelatihan vokasi

Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter

Kondisi yang ingin dicapai daldmitannya dengan upay@enguatan budaya, bahasa, dan
pendidikan karakter adalah

a.

e.

nilai-nilai tradisi, budaya dan sejarah bangsa Indonesémjadi aspk-aspek utama
pendidikan karakter;

peran kebudayaan dan bahasa dalam pendidikemjadisemakin kuat;

cagar budaya terkelola dengan baik;

kegiatandan juga upayaipayadiplomasi budayanenjadi lebih efektif dan terlaksana
dengan baikdan

sistem perbukuamasionalmenjadi lebih efektif dan optimal

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatamitglistradisi, budaya
dan sejarah bangsa Indonesia dalam memperkaya pendidikan karakter adalah:

1.

membangun identitasrangsalndonesia darrasa langgasebagaibangsalndonesia,

yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. memiliki etos kerja tinggi, berintegritas, memiliki budaya mang positif;

b. menghargai perbedaan agama dan toleran terhadap bangsa yang majemuk serta
multi budaya,;

€. mengutamakan gotongoyong, saling menghormati dan saling membantu;

d. menghormati hakhak orang lain, memahami kewajiban sebagai warga, dan
menghormati peegakan hukum;

e. menerima kehadiran budaya luar tapi tidak mudah terpengaruh budayadaar;

f. menyesuaikan pendidikan karaktelalam konteks lokal bangsa Indonesia yang
berbedabeda dan diterapkan baik dalam satuan pendidikan maupun di luar satuan
pendidikan.

memperkenalkan survei keadaan sekolatschpol climate survey untuk

mempromosikan budaya positif sekolatan

mengumpulkaninformasi yang lebih luas tentang latar belakang, kecakapan, dan

kepribadian siswa (seperti: toleransi, kreativitas, ketahanan, dapasitas

metakognitif siswa) sebagai upaya untuk meningkatkan pemahateskesentosaan
anak ¢hildren wellbeiny

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguatan kebudayaan dan bahasa
dalam pendidikan adalah:

1.

melakukan penguatan budaya dan bahasa daerah dalam mata pelajaran seperti Seni
Budaya, Bahasa Indonesia, Sejarah, dan Muatan Lokal;

melakukan pengatan penggunaarbahasalndonesia di semua mata pelajaran
terutama yang banyak mengadopsi istHiakilah asing (Sains, Matematika dan
Pendidikan Agama);
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melakukan penguatan dan pemutakhiran konemnten sejarah untuk memperkuat
pemahaman, penerimaadan aktualisasi identitas bangsa Indonesia;

mendorong kegiatan pertukaraantarpelakubudaya dari latar belakang yang berbeda
untuk menyelenggarakan tata interaksi yang inklusif dalam ekosistem kebudayaan di
Indonesia;

memperkuat inisiatif manidi masyarakat untuk melestarikan dan memajukan
kebudayaan sehingga pemerintah dapat berperaraggl fasilitator yang menunjang
gerakan pelestarian dan pemajuan budaya;

melakukan penguatan pendidikan seni budaya tradisional yang berpusat pada nilai
nilaiseni dan budaya dan kebanggaan atas seni budaya tetapi dengan adaptasi praktis
di dunia modernpgan

membantu pengembangan muatan lokal terutama bahasa daerah dengan
penekanan pada pelestarian bahasa dan budaya daerah oleh masyarakat lokal.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan cagar budaya adalah:

1.

memetakan keberadaan caghudaya untuk membuat peta jalan pengelolaan cagar
budaya secara holistik;

menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah, dan juga pemerintah daerah
untuk pengelolaan cagar budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi
budaya UNESC@an

memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan rilééi budaya daerah dan juga nilai

nilai ekonomi cagar budaya, salah satunya sebalgjakwisata, tetapi tetap bdokus

pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam ramgg@guatan kegiatan diplomasi budaya
sebagai wadah untuk memperkenalkan bangsa Indonesia dalam kancah antar daerah,
regional ataupun internasional, adalah:

1.

fokus pada nilanilai positif bangsa Indonesia untuk mendorong pemahaman akan
identitasbangsandonesia;

memperkenalkan budaya Indonesia sebagai kekayaan budaya regional (Asia Tenggara)
dan juga duniaglan

menguatkan nilai ekonomi seni budaya dan wisataagel salah satu modal bangsa di

luar sumber daya alam dan ekonomi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka optimalisasi sistem perbukuan nasional

adalah:

1. mendorong ketersediaarbahan bacaarberkualitas melalui penguatan ekosistem
perbukuan

2. melakukan pengayaan materi bacaan berjenjdaik dalam tahapan kemampndaca
atau kesesuaian bacaan agar materi bacaan sesuai dengadarsia

3. mengelola mutu bahan bacaan untuk menghindari kortenten bermutu rendah

(berisi materi yang mendorong radikalisdan diskriminasi berdasarkan SARA, berisi
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materi yang tidak sejah dengan integritas dan nileangsalndonesia, atau bersifat
plagiat).

Penguatan Tata Kelola Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam penguatan tata kelola pendidikan adalah:

a. implementasi program pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengsanisis
terkait, termasuk DU/DI, menguat;

efisiensisatuanpendidikan meningkat;

akuntabilitas layanan pendidikalenganpemerintahdaerah meingkat dan

d. perencanaan dan penganggaran pendidildi daerah membaik.

o T

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka memperkuat implementasi program
pembangunan pendidikan melalui koordinasi dengastansi terkait, termasuk DU/DI
adalah:
1. melakukan koordinasidengan Kemensos dalam mengelgb@ogram pndanaan
pendidikan afimatif untuk keluarga tidak mampu atau anak rentan putus sekolabh;
2. mengembangkan mekanismdengan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Kemendagri
untuk mengelola hahal yang berdampak pada anggaran pendidjleanara lain:
a. formasi dan perekr@n guruberdasarkan kinerja akademis dan kualitas pribadi,
serta pengelolaan sumber daya gudan
b. pengelolaan pembiayaan pendidikan termasuk BOS, BOS Afirmasi, TPG, DAK fisik,
dan DAK noffisik untuk pendidikan, termasuk penggunaan pembayarantooai
(cashlesk
3. mengundang partisipasi DU/DI dalam penyelarasan kurikulum pendidikan vokasi,
penyelarasan kompetensi pendidik dan peserta didik dengan kebutuhan industri,
pemagangan dan praktek kerja di industri, serta penyerapan lulusan pendidikan vokasi.

Straegi yarg dilakukan Kemendikbud dalam rangka peningkatfisiensi satuan
pendidikan adalah mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan oleh satuan pendidikan
untuk kegiatan administrasi birokrasi.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penguataintabilitas layanan

pendidikandenganpemerintahdaerah adalah:

1. melakukan pendekatan asimetrisntuk memenuhi kebutuhan setiap pemerintah
daerah, alikalih pendekatanZ }ve]1 (] $di selojh pemerintah daerajdan

2. pemerintah pusat sebagai pemjang, fasilitator, dan konsultanntuk pemerintah
daerah

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka membantu perencanaan dan

penganggaran pendidikan di daerah adalah:

1. membantu daerah dalam melakukan analisis situasi dan perencanaan strategis
Perangkat Daerah (PD) Pendidikan;
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2. memberikan masukan kepada dasruntuk menyusun program tahunan, menentukan
sasaran dan menyelaraskan kebijakdaur)

3. membantu Kemendagri dan Kemenkeu untuk melakukan evaluasi anggaran
pendidikan kabupaten/kota

3.3 Kerangka Reqsi

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran stratégimendikbud beberapa rancangan
regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang tug@sendikbudpada periode waktu tahun
20202024, achlah sebagai berikut
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